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Dalam realita masyarakat, khususnya di Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh,
masyarakat memandang bahwa bentuk pengabdian isteri seperti mencuci,
menyapu, dan menyiapkan makanan dijadikan suatu kewajiban yang dapat
dituntut pemenuhannya. Masyarakat juga memandang bahwa suami berhak untuk
menyuruh isteri dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Padahal dalam hukum
Islam isteri tidak wajib mengerjakannya. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah
bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
terhadap batasan-batasan kewajiban dan pengabdian seorang isteri dalam rumah
tangga, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep kewajiban dan
pengabdian isteri dalam rumah tangga. Dalam penulisan ini penulis menggunakan
jenis penelitian yang terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (Field
Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research) dan dilakukan dengan
menggunakan metode deskriptif-analisis, kemudian dianalisa melalui teori/konsep
hak dan kewajiban yang terdapat dalam hukum Islam. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
memandang kewajiban dan pengabdian seorang isteri memiliki makna yang sama.
Masyarakat memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi kewajiban
isteri yang mesti dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak
hanya pada pemenuhan kebutuhan seksual, tidak keluar rumah tanpa izin suami,
serta kewajiban untuk menjaga harta dan dan kesucian diri. Namun, isteri juga
wajib untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, seperti mencuci, menyapu,
memasak dan tugas rumah tangga lainnya. Menurut hukum Islam bahwa antara
hak seorang isteri seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan.
isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara ekplisit tergambar dalam nas.
Tugas-tugas rumah tangga, seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan
bagian dari pengabdian isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap
suami, bukan bentuk kewajibannya sebagai isteri. Adapun saran yang dapat
disampaikan adalah hendaknya para suami memahami bentuk-bentuk kewajiban
isteri yang dapat dituntut suami atas pemenuhan haknya. Namun, seyogyanya
suami tidak harus memaksa isteri untuk mengerjakan pekerjaan rumah, suami
diharapkan dapat membantu tugas-tugas tersebut, sehingga hubungan suami isteri
berjalan dengan harmonis.
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telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat
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tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak DR. H. Agustin Hanafi Lc. MA
selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku
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dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK,
Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan
Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis
sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan

seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh
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sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis
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hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal
ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih
sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat
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Penulis
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
. b
. ‘ dilambangkan 16 ! bawahnya
2 o b 17 B . z dengan titik di
bawahnya
3 < t 18 d ¢
. s dengan titik di .
4 5 atasnya 19 ¢ gh
5 z j 20 o f
h dengan titik di R
6 < h bawahnya 21 c g
7 d kh 22 d k
8 2 d 23 J I
9 3 5 z dengan titik di 4 ] m
atasnya
10 J r 25 o n
11 J z 26 3 W
12 o S 27 ° h
13 U sy 28 s ’
s dengan titik di
14 e ¥ bawahnya 29 ¢ y
. d dengan titik di
15 e d bawahnya
2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

vii



Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
@ o Fathah dan ya ai
R Fathah dan wau au
Contoh:
S =kaifa,
Jds  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
ol & Fathah dan alif atau ya a
@ o Kasrah dan ya 1
s Dammah dan wau i
Contoh:
J6 = qala
<) =rama
B qila

BEE yvaqiilu
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Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.
Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.
Ta marbutah ( 3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.
Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

JUibY1 &3 : raudah al-agfal/ raudatul agfal
s &ud + al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

islb  : Talhah

Modifikasi

1.

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

2. Surat permohonan izin rekomendasi penelitian.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci/sakral yang memiliki tujuan
dalam pembentukan rumah tangga bahagia dan meneruskan keturunan.
Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung
pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak antara
suami dan isteri. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media
merealisasikan syari’at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat,
tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan
kewajiban antara keduanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam kehidupan berumah tangga,
masing-masing pasangan suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban. Sebagai
pemimpin dalam rumah tangga yang menjadi pengayom untuk isteri dan anak-
anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan isteri dan menjaga
isteri dengan baik. Dalam banyak literatur, tentunya merujuk pada dalil hukum
Islam, dijelaskan bahwa suami memiliki peran yang lebih besar dan memiliki
posisi yang lebih dibandingkan isteri. Terkait dengan itu, kewajiban suami yang
menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang,
pangan dan papan.! Ketentuan yang menjadi tolak ukur mengenai kewajiban

seperti telah disebutkan yaitu merujuk pada dalil al-Quran dan Hadi$ Rasulullah.

LAmiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia;
Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 4,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 206.

1



Adapun dalam hadis, disebutkan bahwa suami dibebani tanggungjawab
serta berkewajiban untuk melengkapai kebutuhan isteri dengan ma ruf. Misalnya

terdapat dalam hadis$ yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

B o oD alir Bl oS B o e ik el iy B
15) 5255 ka5 e 6 390 L s Bo g e J6 ey o
.gﬁ&@ﬂ;&.ﬁ%‘ﬁjéﬁ‘%a;ﬁ\;jaﬂj ey

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan pada kami
Syu'bah, dari Abu Qaza'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya
dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada
beliau; "Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab:
"Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya
pakaian sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya,
tidak menjelek-jelekkannya dan tidak menghajarnya (memisahkan dari
tempat tidur) kecuali di dalam rumah.” (HR. Baihaqi).?

Dalam kaitan hubungan antara hak dan kewajiban suami isteri, Amir
Syarifuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-
apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud
dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap
orang lain. Dalam hubungan suami isteri dalam rumah tangga, suami
mempunyai hak dan begitu pula isteri mempunyai hak. Dibalik itu suami
mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sebaliknya bagi isteri.

Kewajiban isteri merupakan hak bagi sang suami, dan kewajiban suami

2Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihagi, Sunan Al-Kubra, jilid 6, (Bairut:
Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), him. 539.



merupakan hak dari isteri.> Adanya hak dalam rumah tangga, kalau ditilik dari
sudut pandang al-Quran dijelaskan dalam beberapa firman Allah, salah satunya

seperti dalam surat an-Nisa’ sebagai berikut:

s
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Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...,” (QS. An-Nisa’: 34)

Dari ketentuan ayat di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah
terletak pada suami, sedangkan kewajiban isteri lebih sempit dibandingkan
dengan kewajiban suami. Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah
tangga), sebagian fugaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara
hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan
sebagainya. Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya
bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan
diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam

ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah

SAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him.
159.



tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan
Zahiriyah.*

Argumentasi hukum yang sama juga dikemukakan oleh lbnu Qayyim
al-Jauziyah, bahwa pekerjaan dalam rumah meliputi pembuatan tepung,
memasak, mengatur tempat tidur, membersihkan rumah, mengambil air dan lain
sebagainya bukan merupakan kewajiban isteri dan sekaligus bukan sebagai hak
suaminya.® Adapun kewajiban isteri terhadap suaminya yaitu mentaati suami
dalam hal kebaikan, menjaga harta suaminya, memenuhi kebutuhan biologis
suami, meminta izin kepada suami ketika ingin bepergian. Ketentuan mengenai
kewajiban isteri ini merujuk pada dalil-dalil nagli yang termuat dalam al-Quran
dan hadi$ Rasulullah saw.

Keriteria ketentuan kewajiban isteri seperti di atas menjadi kesepakatan
jumhur fugaha, dalam hal urusan rumah tangga, fikih Islam menjelaskan bahwa
suami berkewajiban untuk menafkahi, melakukan berbagai pekerjaan yang berat
dan sulit yang tidak mungkin dipikul oleh isteri, menjamin segala kebutuhan
isteri seperti sandang, pangan dan papan.” Termasuk kewajiban memberikan
pelayanan yang baik terhadap isteri, seperti menyewa pembantu dalam rumah

tangga untuk melaksanakan tugas-tugas rumah tangga pada umumnya.®

4Abdul Madjid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan
Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia,
2005), him. 294.

Slbnu Qayyim al-Jauziyya, Zaadul Ma’ad, (terj: Kathur Suhardi), cet. 7, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), him. 395.

5Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim, (terj:
Ikhwanuddin Abdullah dan Taufig Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), him. 821-823.

"Tim Darul llmi, Buku Panduan Lengkap Agama Islam, cet. 2, (Jakarta: Qultum
Media, 2010), him. 261.

81bnu Rusd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid, (terj: Imam Ghazali Said
dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), him. 520.



Dari gambaran hukum seperti tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa
pada dasarnya, kewajiban dalam mengurus dan melengkapi kebutuhan rumah
tangga merupakan salah satu yang harus ditunaikan oleh suami. Terkait dengan
urusan rumah tangga, seperti memasak, menyapu serta mencuci bukan
merupakan kewajiban isteri terhadap suaminya. Jika kemudian pekerjaan-
pekerjaan tersebut dikerjakan oleh isteri, maka hal itu sangat dianjurkan dan
dinilai sebagai pengabdian isteri kepada suaminya. Suami tidak dapat
memaksakan kehendaknya pada isteri dalam urusan rumah tangga. Oleh sebab
itu, jika isteri tidak mengerjakan pekerjaan tersebut suami tidak dibenarkan
untuk memarahi isteri. Dalam pandangan masyarakat khususnya di Kecamatan
Jaya Baru, Kota Banda Aceh, menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga
termasuk kewajiban isteri terhadap suaminya.

Kenyataan yang terjadi dilapangan, sebagian besar masyarakat
memahami kewajiban tentang pekerjaan rumah lebih dititik beratkan kepada
isteri, para suami beranggapan bahwa, isteri berkewajiban mengerjakan segala
urusan rumah tangga, baik mencuci, memasak, dan pekerjaan lainnya. Data awal
yang penulis temukan pada warga masyarakat Jaya Baru bahwa suami
diposisikan sebagai seorang yang dapat mengatur isteri, suami dapat saja
memarahi isteri ketika tidak mengerjakan dan mengurus urusan rumah tangga
seperti menyapu, mencuci serta memasak.®

Selain itu, terdapat keterangan dari salah seorang warga, yang

menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti telah disebutkan sudah menjadi

®Hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 9 Maret 2016.



kebiasaan isteri dalam sebuah keluarga, jika kebiasaan ini kemudian tidak
dilaksanakan, maka suami dalam hal ini sebagai kepala keluarga berhak
memarahi dan menegur isterinya. Dengan alasan bahwa suami telah mencari
nafkah seperti beras dan sayur-sayuran, sehingga giliran untuk memasak dan
lainnya merupakan kewajiban isteri.'°

Jika dilihat dari segi hukum, pemahaman masyarakat khususnya para
suami menempatkan posisi “pengabdian” dan “kewajiban” sebagai sesuatu yang
sama dalam arti sesuatu yang mesti dilaksanakan. Keterangan sementara
diperoleh bahwa pemahaman hukum masyarakat terkait dengan pengabdian
isteri terhadap suaminya ditempatkan sebagai suatu kewajiban yang harus
dipenuhi. Pada hal, jika dilihat dari konsep yang ada dalam banyak literatur,
dapat dipahami bahwa ketika isteri ingin membuat suami bahagia, maka isteri
boleh mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bentuk pengabdian yang
mempunyai nilai baik dan diukur sebagai suatu kebaikan dalam agama,
khususnya kebaikan isteri terhadap suami dalam bingkai hubungan perkawinan.

Terdapat kasus yang penulis temukan di Kecamatan Jaya Baru, dimana
suami memperlakukan isteri seperti pembantu. Dalam arti bahwa suami berhak
untuk menyuruh isteri melakukan pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak,
menyapu dan lainnya. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan terhadap
isteri Laila yang hidupnya berkecukupan tinggal bersama suaminya, dalam

perjalanan rumah tangganya, dia selalu dimarahi bahkan berteriak (membentak)

OHasil wawancara dengan Abdullah, warga Gampong Lamteumen Timur, pada
tanggal 16 Maret 2016.



jika ada yang salah terhadap pekerjaan yang isteri lakukan.** Dengan keadaan
tersebut dia merasa tertekan terhadap suaminya yang selalu membebankan
pekerjaan rumah tangga. Terdapat anggapan bahwa suami menempatkan posisi
isteri sebagai pembantu.

Jika dilihat dari posisi seorang isteri dalam rumah tangga, seyogyanya
keadaan kasus seperti dijelaskan di atas tidak terjadi, hal ini bertentangan dengan

firman allah dalam surat an-Nisa ayat 19:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin
kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’: 19).

Pada ayat ini dengan jelas Allah melarang untuk memperlakukan
wanita secara semena-mena, termasuk menjadikannya sebagai ‘“‘pembantu
hidup”. Secara tersirat, Allah berpesan agar memperlakukan isteri dengan

terhormat dan senantiasa memperhatikan perasaan isterinya, walaupun suami

"Hasil wawancara dengan Laila, warga Gampong Lamteumen Barat, pada tanggal 17
Maret 2016.



tidak suka dengan isterinya, suami harus tetap berlaku baik dan menunaikan
hak-hak isteri.!?

Oleh karena terdapat perbedaan hukum (dualisme hukum) antara
konsep yang telah diteorikan dalam Islam dengan kenyataan hukum yang ada di
lapangan, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap
bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik dan benar
serta memperhatikan kewajiban antara suami isteri tersebut. Dari masalah yang
telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji secara intens terkait dengan kajian
konsep kewajiban dan pengabdian seorang isteri dan pandangan masyarakat
terhadap hal tersebut dengan judul: PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP KEWAJIBAN DAN PENGABDIAN ISTERI DALAM
RUMAH TANGGA, (Studi Kasus di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda

Aceh).

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat pertanyaan
penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda
Aceh terhadap batasan-batasan kewajiban dan pengabdian seorang isteri
dalam rumah tangga?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan masyarakat dalam

memahami kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga?

12Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, Tafsir al-lmam s-Syafi i, (terj: Fedrian Hasmand,
dkKk), jilid 2, (Jakarta: Al-Mabhira, 2007), him. 69-71.



1.3. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki
tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan masyarakat di Kecamatan Jaya
Baru Kota Banda Aceh terhadap batasan-batasan kewajiban dan pengabdian
seorang isteri dalam rumah tangga?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep kewajiban dan pengabdian

isteri dalam rumah tangga?

1.4. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami
istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis
menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan
dalam judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat

Istilah “pemahaman masyarakat”, memiliki dua kata yang perlu
dijelaskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kata
“pemahaman” dimaknai sebagai suatu penafsiran, tanggapan indrawi, tanggapan
langsung dari sesuatu. Sedangkan kata masyarakat mempunyai makna sejumlah
manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang

mereka anggap sama. atau suatu himpunan manusia yang hidup bersama dalam
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suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tetentu.!® Dalam hal ini, kata
“masyarakat” ditujukan pada masyarakat Kecamatan Jaya Baru. Jadi yang
dimaksud dengan pemahaman masyarakat dalam tulisan ini yaitu tanggapan
masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh
terkait dengan kewajiban dan pengabdian isteri dalam sebuah hubungan
perkawinan.
2. Kewajiban

Kata “kewajiban” berasal dari kata “wajib”, dalam arti sesuatu yang
harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. Kewajiban itu
sendiri memiliki arti sesuatu yang diwajibkan, atau sesuatu yang harus
dilaksanakan, keharusan. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang wajib
diamalkan, tugas, pekerjaan dan sebagainya. Kata wajib juga diartikan sebagai
sesuatu yang mesti diamalkan dan dilakukan (lawan sunnah menurut hukum
Islam).

Kaitannya dengan hukum kekeluargaan istilah kewajiban kemudian
dikhususkan pemaknaannya. Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan oleh
seseorang terhadap orang lain.® Atau sesuatu yang mesti dilakukan dan

dikerjakan oleh suami terhadap isterinya atau sebaliknya.

13Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 5, (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2010), him. 567, 655.

14Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., him. 940.

SAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him.
159.
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3. Pengabdian

Secara bahasa, pengabdian bermakna proses atau cara, atau perbuatan
yang menyatakan setia (kasih, hormat, tunduk).*® Dalam pembahasan ini, yang
dimaksud dengan kata “pengabdian” yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan
oleh seorang isteri terhadap suami dalam rangka ketundukan, berkhidmad dan
sikap cinta terhadap suami.
4. Rumah tangga

Rumah tangga secara bahasa ialah yang berkenaan dengan urusan
kehidupan dalam rumah (seperti hal belanja rumah). ¥’ Sedangkan menurut
istilah dapat dipahami bahwa rumah tangga adalah suatu kumpulan dari
masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami isteri, anak-anak, mertua
dan sebagainya. Berkaitan dengan skripsi ini, rumah tangga dimaknai sebagai
sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam berumah tangga dalam

hal hubungan antara suami isteri.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang
pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah
tangga jarang dijumpai. meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan
judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus-kasus yang
terjadi di lapangan, khusus di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Dalam beberapa tulisan ilmiah yang ada, seperti dalam skripsi

Muhammad Fahrudin, mahasiswa Fakultas Dakwah yang berjudul

18Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., him. 102.
bid.., him. 860.
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“Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Pemikiran Imam al-
Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan Konseling
Keluarga)”, yang ditulis pada tahun 2007. Dalam skripsi tersebut dijelaskan
mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga
menurut Islam, di dalamnya juga dijelaskan juga pengertian dari keseimbangan
itu sendiri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, kemudian dalam bab tiga
dijelaskan pemikiran Imam al-Nawawi tentang keseimbangan hak dan
kewajiban suami isteri serta analisanya menurut hukuman Islam.

Kemudian terdapat juga dalam skripsi Akmalya Uqtuv, mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Isteri
dalam Keluarga (Studi Pemikiran Shaikh Muhammad Ali al-Sabuni dalam Kitab
az-Zawaj al-1slami al-Mubakkir Sa’adah wa Hasanah)”, yang ditulis pada tahun
2010. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang aktivitas suami isteri dalam kaitannya
dengan konsep hak dan kewajiban dalam Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan
juga pandangan Muhammad Ali al-Sabuni tentang hak dan kewajiban suami
isteri dalam rumah tangga yang termuat dalam kitab az-Zawaj al-Islami al-
Mubakir Sa’adah wa Hasanah.

Kemudian dalam skripsi Dwi Suratno, mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum, yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan
Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo,
Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen tahun 2011-2012”, yang ditulis
pada tahun 2013. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang tinjauan umum terkait

dengan hak dan kewajiban suami isteri, kemudian dijelaskan pula tentang
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problematika dan akibat keluarga yang bekerja sebagai TKI terhadap pemenuhan
hak dan kewajban suami isteri serta analisisnya menurut Hukum Islam.

Kemudian dalam skripsi Zulkarnain, mahasiswa Fakultas Syariah, yang
berjudul tentang “peran isteri dan tanggung jawab suami terhadap nafkah”,
yang ditulis pada tahun 2007. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang peran isteri
dalam mencari nafkah di luar rumah. Tujuannya untuk meringankan beban
suami dan tolong menolong dalam membiayai keperluan rumah tangga.
Sementara dalam penelitian yang peneliti kaji lebih memfokuskan pada
pemahaman para isteri dalam memahami konsep hak dan kewajibannya dalam
rumah tangga.

Pada dasarnya masih banyak lagi pembahasan mengenai hak dan
kewajiban suami-isteri. Akan tetapi, penulis tidak menemukan pembahasan yang
sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Mengingat fokus masalah
yang penulis gunakan dan penulis kaji yaitu khusus bagi masyarakat Kecamatan

Jaya Baru Kota Banda Aceh.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap
dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan
yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan
pendekatan  kualitatif. ~Pendekatan kualitatif  yaitu penelitian  yang

menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di
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lapangan.'® Dari hasil yang diperoleh di lapangan, maka penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang
digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis
untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.
1.6.1.  Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua
macam, yaitu penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan
(library research).
1. Field Research (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan
data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada masyarakat dan narasumber lainnya yang penulis anggap
mengetahui permasalahan terkait pemahaman masyarakat terhadap kewajiban
dan pengabdian isteri terhadap suami dalam rumah tangga sebagai sumber data
primer.
2. Library research (penelitian kepustakaan)

Library research vyaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji
sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, buku, artikel,
peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan

pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder.

18Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
him. 18; Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2004), him. 292.
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1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui
dua metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:
1. Sumber data primer
a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan
data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek
penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran
secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.®
b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan
mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan
data primer dalam penelitian ini. Diantara wawancara yang dilakukan yaitu
kepala desa, tokoh masyarakat, imam mesjid.
2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti beberapa literatur diantaranya, buku “Figh
Islam Wa Adillatuhu”, karangan Wahbah Zuhaily (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,
dkk, 2011). Buku “Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Figh, UU No 1/1974 Sampai KHI”, karangan

Amiur Nuruddin Azhari Akmal Taringan (2006). Buku “Hukum Perkawinan

Syofian  Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan
Perhitungan Manual & SPSS, (Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2013), him. 19-20.
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Islam di Indonesia”, karangan A. Hamid Sarong (2004), dan juga beberapa buku
pendukung lainnya.
3. Sumber Data Tersier

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data tersier, yaitu untuk
memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan
sekunder yang berupa kamus hukum, kamus figh, majalah, ensiklopedia, jurnal-
jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam
penelitian ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman
pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam
UIN Ar-Raniry tahun 2014.
1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya yaitu di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh,
khususnya di Gampong Lamteumen Timur, Lamteumen Barat, Punge Blang
Cut, Emperom, Geuceu Kayee Jatoe, Bitai, Dan Gampong Lampoh Daya. Dalam
penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya
IImiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat
Alquran penulis kutip dari Alguran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh

Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan
Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya

penulisan karya ilmiyah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di
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mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan
bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep kewajiban dan pengabdian isteri terhadap
suami dalam rumah tangga, berisi tentang pengertian kewajiban dan pengabdian
isteri, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga menurut hukum islam
dan menurut peraturan perundang-undangan, bentuk-bentuk pengabdian isteri
terhadap suami, serta pendapat ulama tentang hak dan kewajiban isteri dalam
rumah tangga.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian,
yaitu terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dan pengabdian
isteri dalam rumah tangga di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, gambaran
umum Masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Pemahaman
Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri Dalam Sebuah Rumah
Tangga, Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Suami Dalam Rumah
Tangga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai
Kewajiban Isteri Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, serta Analisis
Penulis.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan
dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat

bermamfaat bagi semua pihak.



BAB Il
KONSEP KEWAJIBAN DAN PENGABDIAN ISTERI
TERHADAP SUAMI DALAM RUMAH TANGGA

2.1. Pengertian Kewajiban Dan Pengabdian Isteri

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan dua term yang berbeda, yaitu kata
kewajiban dan pengabdian. Istilah ini perlu dijelaskan mengingat dalam realita
masyarakat kedua istilah tersebut sering dipahami secara sama, dalam arti bahwa
terkait dengan hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga, pemahaman
antara pengabdian isteri dengan kewajibannya selaku isteri sering disamakan,
sehingga berimplikasi pada terjadinya superioritas seorang suami dalam menuntut
hak-haknya, walaupun sebenarnya tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ajaran
hukum Islam.

Secara bahasa, kata kewajiban merupakan berasal dari kata “wajib”, yang
kata tersebut merupakan istilah serapan dari bahasa Arab. Namun, istilah ini telah
menjadi bagian dari satu kata bahasa Indonesia. Adapun makna dari kata wajib
adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan
ditinggalkan.?® Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewajiban merupakan
sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.?* Terkait dengan
hubungan perkawinan, kewajiban tersebut memeliki keterikatan dengan hak-hak
masing-masing pasangan.

Adapun dimaksud dengan kewajiban isteri adalah sesuatu hal yang wajib

atau harus dilaksanakan seorang isteri dalam menjalankan kehidupan rumah

20Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2012), him. 603.

2LAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 159.
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tangga yang telah dibina dan guna memenuhi hak dari pihak lain. Pada dasarnya
hak dan kewajiban isteri adalah sama dan seimbang dengan suami. Istilah
kewajiban erat kaitannya atau imbangan dari istilah tanggung jawab, yaitu sesuatu
yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang di namakan hak.??

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
kaitannya dengan hubungan perkawinan, kewajiban isteri merupakan sesuatu yang
harus dipenuhi atas suaminya. Dalam hal ini, ketika kewajiban tersebut tidak
terlaksana dengan baik, suami tentunya boleh menuntut pelaksanaan kewajiban
tersebut, mengingat pelaksanaan kewajiban tersebut bagian dari bentuk
pemenuhan atas hak-haknya selaku suami.

Sedangkan pengabdian secara bahasa diambil dari kata “abdi”, yaitu
proses atau cara, atau perbuatan yang menyatakan setia (kasih, hormat, tunduk).?
Yang dimaksud dengan kata “pengabdian” yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan
oleh seorang isteri terhadap suami dalam rangka ketundukan, berkhidmad dan
sikap cinta terhadap suami. Perbedaan kedua istilah tersebut adalah dari segi
tuntutan dalam mengerjakan. Dalam arti bahwa kewajiban merupakan suatu yang
mesti dan harus dilakukan seseorang (isteri), karena sifatnya dalam bentuk
tanggung jawab. Sedangkan pengabdian hanya sekedar ketundukan yang tidak
diharuskan mengerjakannya, dan pengabdian ini tidak bersifat pemenuhan

tanggung jawabnya selaku isteri.

2nttps://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawab-dan-penga
bdian-dan-pengorbanana/. Diakses pada tanggal 30 Juli 2016.
23Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., him. 102.



https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawab-dan-penga%20bdian-dan-pengorbanana/
https://anitapurwati.wordpress.com/2010/10/31/pengertian-tanggung-jawab-dan-penga%20bdian-dan-pengorbanana/
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2.2. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan
rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan
menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga.?*
Mengulang kembali pemaknaan hak dan kewajiban, dimana term “hak”
mempunyai beragam istilah. Dalam bahasa latin untuk menyebut hak yaitu dengan
ius, recht (Belanda), droit (Perancis), dan law (Inggris).?> Adapun yang dimaksud
hak dalam pembahasan ini yaitu merujuk pada pemaknaan yang dinyatakan oleh
Amir Syarifuddin, disebutkan bahwa hak adalah apa-apa yang diterima oleh
seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa
yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.?

Terkait dengan pembahasan hak dan kewajiban rumah tangga, akan
dijelaskan melalui dua sudut pandang. Baik dilihat melalui persepektif hukum
Islam maupun menurut hukum positif.

2.2.1. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, telah ditetapkan batasan-batasan hak dan kewajiban
antara suami isteri dalam rumah tangga. Ketentuan tersebut tentunya merujuk
pada beberapa dalil hukum, khususnya seperti yang termuat dalam beberapa ayat
al-Qur’an dan hadis, dan tidak terkecuali pendapat atau produk hukum yang telah
diijtihadkan oleh para ulama fikih yang mu tabar. Apabila suatu akad nikah

terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami

24Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 155.

25C.S.T. Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), him. 119-120.

2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 159.
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memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan
yang menjadi isteri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping
itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan
diri dalam perkawinan itu.?’

Peran suami isteri dalam rumah tangga berhubungan erat dengan hak dan
kewajiban suami maupun isteri dalam keluarga. Hak-hak yang dimiliki oleh suami
maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada
mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini

adalah firman Allah sebagai berikut:

] P /}ﬁ"/é%f///ﬂ,// /,,/C. 9/5" ﬂ,// .1"}? 4}//6
(S/’J-’«//" A)J‘) A?JJUE:J& &JL>-J.U/) QJ"/..[[./JUY.J& Lg/.\ll J.::./o O‘A)
Artinya: “...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Bagarah: 228).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang
isteri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya.
Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami
maupun istri ini adalah adat (‘urf) dan nature (fitrah), dan asasnya adalah setiap
hak melahirkan kewajiban.?® Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak-hak
masing-masing suami maupun isteri, baik yang bersifat materiil maupun non

materiil. Penjelasan ini tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing,

2"Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999),
him. 63.

Bwahbah Zuhaili, Figha al-Islam wa Adillatithii: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’,
Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (terj; Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), him. 203.
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karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang
lain.?
1. Hak-Hak Isteri yang Wajib Dipenuhi Suami dalam Rumah Tangga

Dalam berbagai literatur fikih yang khusus membahas hukum
perkawinan, banyak dijumpai kajian atas hak-hak seorang isteri dari suaminya,
yang kajian tersebut merujuk pada ketentuan umum maupun khusus yang terdapat
dalam al-Qur’an dan hadis Rasul. Secara umum, hak seorang isteri yang wajib
dipenuhi suami dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu ada kalanya yang
bersifat materi, dan ada juga yang sifatnya non materi.

Terkait dengan ketentuan nas mengenai hak materiil yang wajib
dipenuhi suami adalah memenuhi kebutuhan seperti nafkah, pakaian dan tempat
tinggal.* Dalam pembahasan awal telah dikemukakan bahwa antara hak dan
kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang berimbang, artinya
pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap hak-hak isteri,
dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak suami. Dijelaskan bahwa
suami berkewajiban untuk memberikan nafkah sebagaimana terdapat dalam

firman Allah sebagai berikut:
P
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2Hubungan hak dan kewajiban suami isteri ini telah dimuat dalam buku Amir
Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., him. 159,

%Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh, Munakahat
dan Undang-undang Perkawinan, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him.
201.
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Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah  menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan”. (QS. Al-Thalaq: 7)

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya
“al-Tafsir al-Munir”, bahwa isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal
(as-suknaa) dan nafkah.3! Kedudukan hak isteri atas nafkah dan tempat tinggal
menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.®? Terkait dengan itu,
kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenubhi
kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Selain ayat di atas, terdapat juga petunjuk mengenai hak yang harus
diperoleh seorang isteri terkait dengan pemenuhan nafkah. Hal ini sebagaimana

tergambar dalam surat an-Nisa’ sebagai berikut:

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...,” (QS. An-Nisa’: 34)

Slwahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir..., him. 661.

$2Ketentuan bekas isteri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal tergambar
dalam surat al-Bagarah ayat 233. Ketentuan ayat ini dirujuk oleh kalangan ulama fikih dan ulama
tafsir, diantaranya yaitu Wahbah Zuhaili, dan Jumhur Ulama Mazhab seperti Hanafi, Maliki,
Syafi’l dan Hambali. Lihat, Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda
Aceh: Yayasan PeNA, 2010), him. 162; dan dirujuk pula dalam buku, Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul
Muniir..., him. 661.

3Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia;
Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 4, (Jakarta;
Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 206.
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Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Madjid Mahmud Mathlub, ayat
di atas dipahami sebagai salah satu dasar hukum terkait dengan pemenuhan hak-
hak seorang isteri.**Adapun dalam hadi$, disebutkan bahwa suami dibebani
tanggung jawab serta berkewajiban untuk melengkapai kebutuhan yang menjadi
hak isteri dengan ma ruf. Misalnya terdapat dalam hadi$ yang diriwayatkan oleh
Ahmad sebagai berikut:

z
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan pada kami
Syu'bah, dari Abu Qaza'ah dari Hakim bin Mu'awiyah dari Ayahnya dari
Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam, Seseorang bertanya kepada beliau;
"Apa hak seorang istri dari suaminya?." beliau menjawab: "Kamu
memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian
sebagaimana kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak
menjelek-jelekkannya dan tidak menghajarnya (memisahkan dari tempat
tidur) kecuali di dalam rumah.” (HR. Baihaqi).

Sedangkan hak seorang isteri terhadap suami yang sifatnya bukan
berbentuk materi adalah banyak macamnya, seperti hak isteri untuk digauli secara
baik dan patut. Hal ini sebagaimana keterangan firman Allah dalam surat an-Nisa’

sebagai berikut:

3 Abdul Madjid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ankam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan
Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia,
2005), him. 294.



25

z
-85

P
° LT gr AE -~ Z 2 o~ uee A - g L PN _ .4,9
\;.a.u.;y,u.«: N uj;ug\ 535 ol ;ﬁ J2 N Ll G

/N/J T»r@ % a4s

sat 7 2~ 28>

@b»_cstjouwyjutﬁﬁd\@&w;

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji
yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu
tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan
yang banyak”. (QS. An-Nisa’: 19).

Disamping itu, isteri berhak untuk mendapatkan kasih sayang,
pendidikan dan pengajaran dari suami, demi terwujudnya keharmonisan dalam
keluarga, yang tuntutan akhirnya dalam mendapatkan tujuan hakiki perkawinan,
yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.®® Hal ini sesuai dengan firman Allah

dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:
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Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rim: 21).

g“‘“
&.

2. Hak-Hak Suami yang Wajib Dipenuhi Isteri dalam Rumah Tangga
Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi

isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri

BMiftah Faridl, Rumahku Surgaku, (Jakarta: Gema Insani 2005), him. 113.
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untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan
peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan
Firman dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 34 sebagaimana telah dikemukakan di
atas. Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan
kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahatul
‘aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap
isterinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah
tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian
fugaha berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk
melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya.
Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud
menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan
menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup
kewajiban  yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga.
Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Zahiriyah.*’

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak pada prinsipnya
sesuatu yang dapat dituntut, karena erat kaitannya dangan pemenuhan kewajiban.
Oleh karenanya, pengurusan rumah tangga seperti memasak, mencuci bukan

merupakan hak suami yang wajib dipenuhi seorang isteri. Dari gambaran umum

%Wahbah Zuhaili, Figha al-Islam wa Adillatihi: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’,
Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), him. 203.

37Abdul Madjid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ankam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan
Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia,
2005), him. 294.
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masalah hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana telah disebutkan,
merupakan hubungan timbal balik yang searah dan sejalan.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-
masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga
sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan
berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah
wa rahmah.*®® Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan
satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak kedunya,
maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung

pada percekcokan dan perselisihan.

2.2.2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Hukum Positif)

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri tidak hanya
diperoleh dan dirumuskan dalam materi/produk hukum fikih, namun secara
yuridis formal juga dimuat dalam beberapa materi hukum perundang-undangan,
yang secara konstruksi hukum merupakan pemenuhan atas tuntutan hukum dalam
suatu wilayah. Bertalian dengan hal tersebut, dalam tulisan ini dibatasi
pembahasannya pada dua regulasi hukum terkait dengan konsep umum
perkawinan Islam Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kedua regulasi tersebut, telah dimuat beberapa ketentuan terkait
dengan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam Undang-Undang Perkawinan,

khusunya pada Bab VI Tentang Hak Dan Kewajiban Suami-Isteri, dijelaskan

38Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana 2006), Hal. 155
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bahwa antara suami isteri memikul kewajiban yang sama dalam pembinaan
keluarga, karena masing-masing pihak mempuyai hak untuk melakuan perbuatan
hukum. Seorang laki-laki atau suami diposisikan sebagai kepala keluarga, dalam
arti memiliki peran penting dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan rumah
tangga. Secara rinci, ketentuan tersebut tela dibuat dalam lima pasal, yaitu sebagai
berikut:

Pasal 30: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;

Pasal 31: (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat;

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
(3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32: (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal
ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33: Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Dari ketentuan di atas, dipahami bahwa dalam hubungan perkawinan
seorang suami dan isteri memiliki kewajiban-kewajiban yang seimbang.
Hubungan tersebut bersifat mutual, dalam arti bahwa suami difungsikan sebagai
kepala keluarga, wajib melindungi isteri dan wajib pula memberikan keperluan
rumah tangga dengan cara yang ma’ruf. Jika dilihat dari sudut pandang Kompilasi

Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri ini



29

dirumuskan secara lebih lengkap, dan materinya diambil dan disusun berdasarkan

ketentuan hukum Islam pada umumnya. Paling tidak, terdapat delapan pasal yang

memuat ketentuan hak dan kewajiban suami isteri, berikut dengan ketentuan
posisi atau kedudukan masing-masing mereka dalam sebuah rumah tangga.

Secara rinci, rumusan materi hukum tersebut dimuat dalam Bab XII
tentang Hak Dan Kewjiban Suami Isteri sebagai berikut:

Pasal 77: (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi
sendi dasar dan susunan masyarakat;

(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,
setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang
lain;

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Pasal 78: (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh
suami isteri bersama.

Dari dua ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa suami tidak
hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isterinya, namun ia juga
berkewajiban dalam memelihara anak, mulai dari pertumbuhannya hingga pada
pemenuhan atas pendidikan anak. dalam hal tanggung jawab terhadap anak, pada
prinsipnya harus dilakukan secara bersama suami isteri. Terkait dengan ketentuan
tentang kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, antara Undang-Undang
Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memuat rumusan yang sama,

dimana suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan isteri sebagi ibu rumah
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tangga. Hal ini dimuat dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 ayat

3 Undang-Undang Perkawinan seperti telah dikemukakan di atas.

Mengenai kewajiban suami dan isteri, dapat dipahami secara gambling di

dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 80: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya,

Pasal 81:

()
©)

(4)

(%)

(6)
(7)

1)
)

©)

(4)

akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-

penting diputuskan oleh sumai isteri bersama;

Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;

Aesuai dengan penghasislannya suami menanggung:

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi
isteri dan anak;

c. biaya pendididkan bagi anak;

Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4)

huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna

dari isterinya;

Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap

dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila

isteri nusyuz;

Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-
anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah
wafat;

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman
dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat
menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur
alat-alat rumah tangga;

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan
tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga
maupun sarana penunjang lainnya.
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Adapun kewajiban isteri terhadap suami adalah sebagai berikut:
Pasal 83: (1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaikbaiknya;

Pasal 84: (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat
(1) kecuali dengan alasan yang sah;

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali
hal-hal untuk kepentingan anaknya;

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali
sesuadah isteri nusyuz;

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus
didasarkan atas bukti yang sah.

Dari penjelasanan seperti telah dikemukakan di atas, dpat dipahami
bahwa dalam hubungan suami isteri, masing-masing mereka memiliki hak-hak
yang seimbang dengan kewajiban yang mereka pikul, hal ini mengingat hubungan
suami isteri merupakan hubungan mutual yang sifatnya saling membantu dan
menguntungkan. Ketika hak-hak tersebut telah terpenuhi secara baik, maka tujuan
perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah seyogyanya diperoleh oleh

pasangan tersebut.

2.3. Bentuk-Bentuk Pengabdian Isteri Terhadap Suami

Gambaran seorang isteri ideal sering diidentikkan dengan sikapnya yang
begitu patuh terhadap suami. Kepatuhan dan juga pengabdian istri kepada suami
biasanya akan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Ada pula yang
mengatakan bahwa surga seorang istri berada pada ridha suaminya. Bahkan
seorang wanita yang telah bersuami lebih berkewajiban untuk mematuhi suaminya

dibandingkan orang tuanya. Kepatuhan dan juga pemenuhan kewajiban seorang
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isteri terhadap suaminya tidak lepas dari bentuk pengabdian kepada seorang
suami. Terdapat beberapa gambaran hukum, baik dari al-Qur’an maupun hadis
yang menyebutkan bahwa seorang istri akan masuk surga apabila mengabdi
kepada suaminya.®® Misalnya, sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa
apabila seorang istri telah mendirikan shalat lima waktu dan berpuasa bulan
Ramadhan dan memelihara kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dia
akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dkehendaki.

Terkait dengan bentuk-bentuk pengabdian isteri tehadap suami, masih
menimbulklan perbedaan pendapat. Hal ini terjadi karena ulama berbeda dalam
memposisikan bentuk pengabdian dengan kewajibannya selaku isteri tehadap
suami. Bentuk pengabdian isteri dimaksudkan yaitu berputar pada pelaksanaan
tugas-tugas rumah tangga.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh lbnu Qayyim al-Jauziyyah, yang
menukil pendapat Ibnu Hubaib bahwa pekerjaan yang merupakan pengabdian
isteri terhadap suami dalam rumah tangga meliputi pekerjaan membuat tepung,
memasak, mengatur tempat tidur, mebersihkan rumah (menyapu), mengambil air
temasuk mencuci pakaian dan lain-lainnya. jenis-jenis pekerjaan tersebut
merupakan bagian dari pengabdian isteri terhadap suaminya. Adapun landasan
hukumnya yaitu ketika Ali bin Abi Thalib dan isterinya Fatimah, mengadu kepada

Rasulullah agar diberi pembantu, maka Rasul menetapkan jenis pekerjaan rumah

%Mayalia sari, 10 Cara Mengabdi Kepada Suami Menurut Islam, di akses
melaluihttp://cintalia.com/kehidupan/cara-mengabdi-kepada-suami. diakses pada tanggal 28 Juli
2016
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yang harus dilaksanakan Fatimah, dan menetapkan pekerjaan di luar rumah
kepada Ali.*°

Bertalian dengan penjelasan di atas, Abdul Majid Mahmud Mathlub
menyatakan bahwa sebagian fugaha berpendapat sang suami tidak boleh menuntut
isterinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena akad nikah
yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul
antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan.
Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus
disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Segala riwayat yang
menyebutkan, bahwa isteri harus melayani suaminya adalah anjuran dan akhlak
mulia. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Hanafi, Maliki, az-Zhahiriyah.

Sebagian kelompok yang lain berpendapat bahwa melayani suami dan
melakukan perkerjaan rumah merupakan kewajiban isteri, sesuai dengan batasan
kebaikan seperti yang diketahui oleh orang banyak (sesuai dengan ada kebiasaan
dalam suatu mesyarakat tertentu). Apabila keadaan ekonomi suami tidak mampu
untuk mempekerjakan seorang pembantu, maka sang isteri wajib membantunya.
Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi suami memungkinkan untuk menyewa
seorang pembantu, maka sang isteri tidak harus melakukan pekerjaan rumah, dan
tugasnya hanya mengawasi.

Terkait dengan pendapat ini, Abdul Majid Mahmud Matlub
berpandangan bahwa pekerjaan rumah harus disesuaikan dengan kondisi

perekonomian keluarga, dan ini sejalan dengan ikatan hubungan kehidupan

“lbnu Qayyim al-Jauziyyah, Muhtdsar Zadul Ma’ad, ed. In, Zaadul Ma’ad; Bekal
Perjalanan ke Akhirat, (terj: Kathur Suhardi), cet. 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), him. 395.
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berumah tangga yang saling menopang antara suami dan isteri.** Terdapat
beberapa cara mengabdi kepada suami, di antaranya yaitu senantiasa memahami
berbagai hal yang disukai dan dibenci oleh suaminya. Dengan metode seperti itu
tentu saja suami akan merasa dimanjakan dan juga merasa dilayani dengan sebaik-
baiknya oleh seorang istri. Perbuatan-perbuatan yang sifathya menyenangkan
suami juga akan meningkatkan kasih sayang suami kepada istrinya.

Kemudian, metode berbakti kepada suami yaitu isteri mengetahui
peranannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Peranan seorang istri sebagai ibu
rumah tangga sangatlah penting bahkan hampir tidak tergantikan. Seorang isteri
bisa jadi menjadi faktor penentu harmonis tidaknya suatu keluarga.
Menyenangkan suami, melayaninya, memahami apa yang diinginkan suami,
mendidik anak dengan akhlak yang baik, dan berbagai tindakan yang sesuai
dengan nilai agama merupakan peranan pokok seorang istri sekaligus sebagai ibu
rumah tangga dan merupakan cara berbakti kepada suami. > Menunjukkan rasa
cinta dan pengabdian isteri melalui perbuatan justru secara faktual ternyata
mampu dipahami oleh suami dengan lebih baik. Sekecil apapun kebutuhan
ataupun keinginan suami tidak boleh diabaikan oleh istri. Semakin besar seorang
isteri memperhatikan suami, sekecil apapun kebutuhan suami, maka suami akan

semakin melihat bahwa istrinya sangat perhatian dan juga mencintainya.

“LAbdul Majid Mahmud Matlub, al Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In,
Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era
Intermedia, 2005), him. 294-295.

“Mayalia sari, 10 Cara Mengabdi Kepada Suami Menurut Islam, di akses
melaluihttp://cintalia.com/kehidupan/cara-mengabdi-kepada-suami. diakses pada tanggal 28 Juli
2016.
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2.4. Pendapat Ulama Tentang Hak Dan Kewajiban Isteri Dalam
Rumah Tangga

Hak dan kewajiban isteri dalam perspektif ulama figh berhubungan
dengan peran isteri dalam rumah tangga, dan ini erat kaitannya dengan hak-hak
suami yang harus dipenuhi dan dilaksanakan isteri dalam keluarga. Secara umum,
konsep pekawinan Islam mengajarkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh suami
maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada
mereka. Dasar dari hak dan kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini

adalah firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Bagarah/2:228.
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Artinya: “...dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Bagarah: 228).

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang
istri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya.
Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami
maupun isteri ini adalah adat (‘urf) dan nature (fitrah), dan asasnya adalah setiap
hak melahirkan kewajiban.*?

Keluarga adalah kelompok kecil, sebagai pondasi bagi kelompok yang

lebih besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyaraka menjadi baik. Oleh

“Wahbah Zuhaili, Fighia al-Islam wa Adillatithii: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’,
Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (terj; Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), him. 203.
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karena itu, bagi keluarga harus ada pemimpin yang mengatur jalannya kehidupan
rumah tangga, dan mendidik keluarga untuk mencapai ketenangan. Kaitannya
dengan hak-hak seorang isteri, maka erat kaitanya dengan kewajiban yang harus
ditunaikan oleh serang suami. Orang laki-laki dibebani tuga untuk meberikan
nafkah, dan memenuhi segala sesuatu untuk kenyamanan keluarganya. Islam
memberikan tugas kepada laki-laki (suami) sebagai pemegang kendali.**

Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya harus dipenuhi dan

dilaksanakan, karena yang demikian merupakan bentuk pemenuhan atas hak-hak

seorang isteri. Adapun hak-hak isteri yaitu berupa nafkah, mahar, perlakuan baik
dari suami, dan keadilan.*®

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seorang isteri
terhadap suami berkaitan dengan pemenuhan hak-hak suaminya. Menurut
pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama mazhab Hanafi, Maliki Syafi’i dan

Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa paling tidak

terdapat tiga hak suami yang yang wajib dipenuhi oleh isterinya.

1. Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib ta’at kepada suami dalam
masalah persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. Jika seorang laki-laki
mengawini seorang perempuan, dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli,
maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika ia dituntut

untuk melakukan hal itu. Dalam ati bahwa isteri wajib untuk melakukan

4Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, al-Usrah wa
Ahkamua fi al-Tasyri't al-Islami, ed. In, Figh Munakahat, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2,
(Jakarta: Amzah, 2011), him. 222.

“SWahbah Zuhaili, Fighi al-Islam wa Adillatithii: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’,
Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (terj; Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema
Insani, 2011), him. 294.
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hubungan senggama ketika suami menginginkannya. Pendapat ini kemudian
telah menjadi kesepakatan ulama mazhab. Kemudian, isteri wajib untuk tinggal
di rumah suaminya selama dia telah menerima maharnya yang bersifat cepat.
Isteri tidak dibenarkan untuk keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya.

2. Ulama mazhab sepakat bahwa seorang isteri wajib amanah, dalam arti dia
wajib menjaga dirinya, rumah, harta dan anak-anaknya ketika suaminya tidak
ada di rumah.

3. Ulama sepakat bahwa isteri wajib memperlakukan suaminya dengan baik,
dengan cara mencegah perbuatan aniaya dan lainnya.*°

Ketiga kewajiban seperti telah dikemukakan di atas harus dilaksanakan
dan dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Abdul Majid menyatakan bahwa
seorang isteri wajib mentaati suami pada sesuatu yang tidak dilarang Allah.
Karena, tidak ada ketaatan kepada seseorang makhluk dalam rangka bermaksiat
kepada Allah. Sang isteri juga menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta
tidak melakukan suatu pekerjaan yang menyusahkannya.*’

Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, ulama mazhab, baik dari
kalangan Syafi’iyah, Hanafiyah, Malikiyah Hanabillah, sepakat mengatakan
bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada
suaminya dalam hal urusan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci,
menyapu dan lain-lain. Dinyatakan bahwa seandainya suami pulang membawa
bahan makanan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan unutk

memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya

4\Wahbah Zuhaili, Fighii al-Islam wa Adillatihi..., him. 301-306.
47Abdul Majid Mahmud Matlub, al Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah..., him. 291.
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diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap untuk dimakan. Bahkan
suami wajib untuk menyediakan pembantu buat istrinya dalam mengerjakan
urusan rumah tangga.*®

Namun demikian, terdapat ada juga yang berpendapat bahwa isteri wajib
untuk berkhidmat kepada suaminya. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa
wanita wajib berkihdmat di luar urusan seks kepada suaminya.*® Begitu juga yang
dinyatakan oleh Abdul Majid Mahmud Matlub, bahwa urusan rumah tangga
dilaksanakan berdasarkan kondisi perekonomian suami.>® Melayani suami dan
melakukan perkerjaan rumah merupakan kewajiban isteri, sesuai dengan batasan
kebaikan seperti yang diketahui oleh orang banyak (sesuai dengan ada kebiasaan
dalam suatu mesyarakat tertentu). Apabila keadaan ekonomi suami tidak mampu
untuk memerkerjakan seseorang pembantu, maka sang isteri wajib membantunya.
Jadi, hal ini sejalan dengan ikatan hubungan kehidupan berumah tangga yang
saling menopang antara suami dan isteri dan terlihat adanya keseimbangan antara

kewajiban dan hak masing-masing mereka dalam sebuah keluarga.

“8\Wahbah Zuhaili, Fighi al-Islam wa Adillatiihii..., him. 301-306.

49Rofiq Nasihudin, “Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam, Di akses melalui,
Http:/ /Digilib. Uinsby . Ac.1d/495/5/Bab%202.Pdf, diakses pada tanggal 29 Juli 2016.

0Abdul Majid Mahmud Matlub, al Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In,
Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era
Intermedia, 2005), him. 294-295.
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BAB 111
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN
DAN PENGABDIAN ISTERI DALAM RUMAH TANGGA DI
KECAMATAN JAYA BARU KOTA BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda
Aceh

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada
abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-
kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra
Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura
(Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah
memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh
beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). Kota Banda Aceh merupakan salah satu
kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia.

Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan
ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan Kkota
Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu
kota dari Kesultanan Aceh. Letak astronomis Banda Aceh adalah 05°16'15"—
05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15"-95°22'35" Bujur Timur dengan tinggi
rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh Dberbatas
dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur dan
selatan, serta Samudera Hindia di sebelah barat. Kota Banda Aceh terdiri dari 9

kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan.®® Semula hanya ada 4

Sthttps://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banda_Aceh#Geografi
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kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraksa, Baiturrahman, Kuta Alam dan
Syiah Kuala. Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan lagi menjadi 9

kecamatan baru, yaitu: Kota banda aceh terdiri dari 9 kecamatan.>?

No.| Kecamatan Ibu Kota Juml_ah Jumlah Gampong
Kemukiman
1 |Meuraxa Ulee Lheue 2 16
2 (Jaya Baru Lampoh Daya 2 9
3 |Banda Raya Lamlagang 2 10
4 |Baiturrahman  [Neusu Jaya 2 10
5 |Lueng Bata Lueng Bata 2 9
6 |Kuta Alam Bandar Baru 2 11
7 |Kuta Raja Keudah 2 6
8 [Syiah Kuala Lamgugob 2 10
9 |Ulee Kareng Ulee Kareng 2 9

Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh Tiap Kecamatan Menurut data

penduduk tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. bahwa keadaan

geografis kecamatan Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut.>

Rata-Rata K dat Penduduk - lah Pe“:t“d“k

ata-Rata epa an Pe ul nur

kecamatan Kecamatan
Jina)

[ Perpesa | perrmz |

Banda Aceh 2TFTF2 4 066 249 499
owa ] im] e rsord)
Jaya Baru 2720 6 ATE6 24 481
T BT B T
Baiturrahman 3 525 T 764 35 240
TS R BT BT
Kuta Alam 4 504 4 930 49 545
CT S ST B T
Syiah Kuala 3 570 2507 35 T02

Ulee Kareng 2707 25 170

52https://bandaacehkota.bps.go.id/link TabelStatis/view/id/6. diakses pada tanggal 26 Juli

2016.
S3https://bandaacehkota.bps.go.id/link TableDinamis/view/id/3. diakses pada tanggal 26
Juli 2016.
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Terkait dengan focus penelitian dalam tulisan ini, hanya membatasi pada
Kecamatan Jaya Baru. Kecamatan Jaya Baru adalah sebuah Kecamatan dalam
wilayah Kota Banda Aceh dan merupakan salah satu pemekaran dari Kecamatan
Meuraxa. Kecamatan ini memiliki luas sebesar 378,0 Ha dan pada ketinggian 4
(empat) M diatas permukaan air laut. Gampong terluas adalah Punge Blang Cut
(85,5 Ha) dan Gampong terkecil adalah Gampong Ulee Pata (19,0 Ha), secara
administratif Kecamatan Jaya Baru terbagi menjadi 2 (dua) Mukim dan Sembilan
Gampong serta 47 (empat Puluh Tujuh).>
Kecamatan Jaya Baru merupakan sebuah Kecamatan dalam wilayah Kota
Banda Aceh dan merupakan salah satu pemekaran dari Kecamatan Meuraxa.
Kecamatan ini memiliki luas sebesar 378,0 Ha dan pada ketinggian 4 (empat) M
diatas permukaan air laut. Gampong terluas adalah Punge Blang Cut (85,5 Ha)
dan Gampong terkecil adalah Gampong Ulee Pata (19,0 Ha), Di Sebelah Utara
dengan Kecamatan meuraxa, Sebelah Timur dengan Kecamatan Banda Raya,
sebelah Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Besar, Sebelah Barat dengan
Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan Jaya Baru adalah sebuah Kecamatan dalam
wilayah Kota Banda Aceh. secara administratif Kecamatan Jaya Baru terbagi
menjadi 2 (dua) Mukim dan Sembilan Gampong serta 47 (empat Puluh Tujuh)
Dusun antara lain. Terdiri dari mukim pos blang, yaitu: Gampong Punge Blang
Cut, Gampong Geuceu Meunara. Gampong Lamteumen Timur. Gampong

Lamteumen Barat. kemudian Mukim Lambaroeh Banda terdiri dari lima

S4http://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/?page_id=20. Diakses pada tanggal 25 Juli

2016
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gampong, Gampong Bitai, Gampong Lampoh Daya, Gampong Lamjamee,
Gampong Emperom, Gampong Ulee Pata.>®

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Jaya Baru disetiap tahunnya
meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tercetat bahwa pada tahun 2010, angka
kemiskinan mencapai 9,19%, sedangkan pada tahun 2013 menurun drastis hingga

mencapai 8,03%. Adapun hasil BPS dapat dilihat pada table di bawah ini:

Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh

Uraian Penduduk Miskin

Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 2077 20.64 20.30 19.42
Garis Kemiskinan (Rp.) 435105 47T 669 485 543 493 588

Terkait dengan bidang pendidikan, Badan Statistik mencatat bahwa
jumlah murid yang ada di Kecamatan Jaya Baru menempati posisi ke lima
terbanyak di Kota Banda Aceh. sedangkan jum guru sangat minim dan menempati
posisi terakir dari jumlah guru di sepuluh Kecamatan yang ada.>® Adapun hasil

BPS tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini:

-m--m--n_
Banda Aceh

Jaya Bamy s

Baurahman

Syiah Xuala

SShttp://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/?page_id=20. Diakses pada tanggal 25 Juli

2016
S6http://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/?page_id=20. Diakses pada tanggal 25 Juli

2016
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3.2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Dan Pengabdian Isteri
Dalam Sebuah Rumah Tangga

Seorang laki-laki dan perempuan apabila telah menikah, maka antara
keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing dan dalam pemenuhannya
haruslah seimbang antara suami dan isteri. Namun dalam pelaksanaannya, banyak
sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara
suami dan isteri, dimana budaya patriarkhi yang masih mendominasi dunia
membuat kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri
belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi
ketidakseimbangan antara keduanya. Dalam realita masyarakat, khususnya di
Kecamatan Jaya Baru, suami diposisikan sebagai orang yang superior dalam
keluarga, sebaliknya isteri dalam posisi inferior. Suami dapat mengatur tugas-
tugas isteri dalam rumah, bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu suami berhak
untuk memaksa dan menyuruh isteri dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan
rumah, misalnya mencuci dan memasak.

Terkait dengan hak-hak isteri yang wajib dipenuhi suami diantaranya
yaitu mendapatkan nafkah, seperti kebutuhan makanan untuk tiap harinya,
kemudian isteri juga berhak atas tempat tinggal. Dalam hal tempat tinggal ini,
biasanya para isteri tidak terlalu menuntut, dalam arti bahwa pemenuhan tempat
tinggal disesuaikan dengan kemampuan suami.®” Adapun kewajiban isteri
agaknya disesuaikan dengan adat istiadat di daerah, dimana dalam hal pekerjaan
rumah isteri wajib menyiapkan tugas-tugas ibu rumah tangga pada umumnya,

seperti memasak, menyapu bahkan mencuci pakaian anak dan suaminya. Hal ini

>"Hasil wawancara dengan M. Ali, Geuchik Gampong Lamteumen Timur Kecamatan
Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juli 2016.
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agaknya dilandasi dengan kebiasan mayoritas masyarakat di Kecamatan Jaya Baru
Kota Banda Aceh.%®

Bertalian dengan permasalahan di atas, sebanyak 9 (sembilan) orang
diwawancarai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Geuchik di salah satu desa
yang terdapat di kecamatan Jaya Baru.

“Bukan menjadi rahasia umum, jika dalam rumah tangga, seorang isteri
diperlakukan tidak seimbang dalam haknya. Dan sebaliknya banyak
kaum perempuan yang sangat tersiksa karena harus menaati suami. Hal
ini dimungkinkan kesalahan dalam memahami dan terlanjur budaya telah
membentuk “mind set” itu, sehingga pemenuhan akan hak isteri kurang
diperhatikan”.*

Terkait dengan masalah di atas, salah seorang nara sumber menjelaskan
bahwa seorang yang telah menikah, timbul hak dan kewajiban antara pasangan
tersebut. Suami berhak untuk menetukan tugas-tugas yang harus dikerjaka isteri
dalam rumah, mengingat laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga. Sedangkan
isteri, diposisikan sebagai ibu rumah tangga, walaupun seorang isteri telah
mempunyai pekerjaan.®°

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu alasan
yang paling mendasar terhadap adanya hak dan kewajiban dalam sebuah rumah
tangga, yaitu antara suami dan isteri harus memahami keajibannya dalam urusan

rumah tangga, dan pengabdian yang dilakukan isteri dijadikan sebagai pekarjaan

yang wajib untuk dilakukan. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang

%8Hasil wawancara dengan M. Ali, Geuchik Gampong Lamteumen Timur Kecamatan
Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 27 Juli 2016.

1bid.

80Hasil wawancara dengan Tengku Hasan, tokoh masyarakat di Gampong Lamteumen
Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Juli 2016.
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menjelaskan tentang kewajiban isteri, bahwa pekerjaan rumah menjadi tugas isteri
sedangkan mencari nafkah adalah tanggung jawab suami.

“Pada umumnya isteri yang ada di Gampong Lamteumen Timur yang
berada di wilayah ini, para suami beranggapan bahwa seorang isteri
berkewajiban menjalankan tugas-tugas rumah seperti mencuci, memasak,
dan lain sebagainya. Isteri-isteri di Gampong ini biasanya melakukan
pekerjaan tersebut karena suami beranggapan itu merupakan tugas dalam

rumah tangga yang menjadi kewajiban isteri yang harus dilaksanakan
selain melayani suaminya”.5!

Pengabdian istri dalam batasan-batasan tugas rumah tangga merupakan
sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan
realisasi dari bukti ketaatan isteri terhadap suami. Hal ini menunjukkan bahwa
isteri melakukan pekerjaan rumah adalah bentuk pengabdian isteri yang wajib
dilakukan isteri dalam rumah tangga. Merupakan sesuatu yang dianggap wajar
ketika suami menyuruh isteri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah
tersebut. Keterangan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang
responden sebagai berikut:

“Pada prinsipnya, seorang isteri identik dengan rumah. Jadi, tugas-
tugasnya yaitu melaksakan semua tugastugas tersebut. Bahkan suami
dapat saja menyuruh isteri untuk melakukan pekerjaan seperti memasak,
dan mencuci baju, ketika isteri tidak melaksanakan hal tersebut. Suami
berhak untuk menyuruh isteri, dan hal itu menurut saya sesuatu yang
wajar”.%2

Menurut beberapa keterangan warga, dalam kondisi-kondis tertentu,

seorang suami berhak untuk memaksa isteri, ketika isteri tidak mau untuk

mengerjakannya. Keadaan si isteri tidak melaksanakan tugas tersebut dianggap

61Hasil wawancara dengan Tengku Hasan, tokoh masyarakat di Gampong Lamteumen
Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 25 Juli 2016.

52Hasil wawancara dengan Rusdi, tokoh masyarakat di Gampong Punge Blang Cut
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2016.



46
sebagai bagian dari sikap tidak mematuhi suami, serta dianggap tidak
melaksanakan kewajibannya selaku isteri.5

Hasil wawancara dengan beberapa isteri menunjukkan bahwa pekerjaan
rumah dijadikan sebagai kewajiban yang mesti dilaksanakan. Tergambar bahwa
tugas-tugas tersebut dipandang sebagai bagian dari bentuk bakti isteri, sekaligus
kewajiban baginya. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti dengan salah seorang isteri:

“Saya mulai bekerja dirumah pagi-pagi setelah shalat shubuh, memasak,
mencuci piring, dan menyiapkan perlengkapan seperti baju suami, anak,
dan lain sebagainya, setelah suami dan anak berangkat, saya mulai
menyuci, memenyapu dan mengepel rumah. Setelah itu, pada jam 10
saya pergi ke pasar sendiri dan berbelanja untuk bahan memasak siang
hari, pekerjaan rumah ini saya lakukan setiap hari. Dan menurut saya ini
merupakan bentuk bakti dan taat sayaterhadap suami. Namun, yang saya
inginkgn yaitu suami tidak memaksa, dan harus menerima hasil kerja
saya.”%*

Selanjutnya keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan
Desi, warga Lamteumen Barat yang menjalankan tugas-tugas yang wajib untuk
dilakuan sebagai isteri. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut:

“semenjak pernikahan, suami telah menentukan tugas-tugas yang mesti
saya lakukan. Pekerjaan tersebut meliputi semua tugas rumah tangga,
baik mencuci, memasak dan menyapu, serta mengantar anak ke sekolah.
Sedangkan suami bekerja di luar. Kebetulan suami berpropesi sebagai
guru PNS. Selama pernikahan, suami jarang memarahi dan memaksa
untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, karena awalnya dia (pen:
suami) telah menentukan tugas-tugas saya selaku isteri. Namun, pernah
juga suami kesal kepada saya karena terlambat menanak nasi pagi.
Namun, saya tidak marah karena itu merupakan kewajiban saya selaku

isteri”.®

%3Hasil wawancara dengan Ardi, Mahmud, Razali dan Rusdi, tokoh masyarakat di
Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 26 Juli 2016.

84Hasil wawancara dengan Rahmi, isteri yang bekerja dalam rumah tangga di Gampong
Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh tanggal 28 Juli 2016.

%5Hasil wawancara dengan Desi, warga Gampong Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya
Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2016.
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Terdapat juga kasus dimana suami memarahi isteri karena terlambat

melakukan salah satu pekerjaan rumah. Katerangan tersebut seperti telah
dikemukakan oleh salah seorang responden sebagai berikut:

“Hak dan kewajiban suami isteri memang ada dalam sebuah rumah

tangga. Namun, menurut saya suami tidak bisa memarahi isteri ketika

tidak melakukan pekerjaan rumah. Saya pernah dimarahi karena telat

untuk memasak nasi. Memang, dalam kebiasaan masyarakat di

Lamteumen Barat, seorang isteri harus menjalankan kewajibannya untuk

memasak dan lain sebagainya, karena dianggap itu pekerjaan seorang

isteri, kalau tidak dilakukan akan dikucilkan dalam keluarga suaminya,
dan akan terkesan tidak mematuhi dan tidak taat kepada suami”.%®

Dari beberapa keterangan di atas, menunjukkan bahwa antara pengabdian
isteri dan kewajibannya selaku isteri seperti disamakan. Hal-hal yang sifatnya
pengabdian isteri, seperti mengerjakan pekerjaan rumah pada umumnya, dijadikan
sebagai suatu kewajiban yang mesti dilakukan. Bahkan, terlihat bahwa dalam
kondisi tertentu suami dapat menyuruh, memaksa bahkan memarahi isteri ketika
tidak atau terlambat mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Untuk itu, tidak
seharusnya seorang suami memperlakukan dan bersikap buruk terhadap isterinya,
antara isteri dan suami harus memahami antar hak dan kewajibannya. Dalam
hukum Islam, suami dan isteri dalam membina rumah tangga harus berlaku
dengan cara yang baik (ma’ruf) sebagaimana seruan Allah yang menyatakan
bahwa suami isteri harus bergaul dengan baik.%” Selanjutnya dikatakan pula dalam
al-Qur’an bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (isteri) itu

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.

%Hasil wawancara dengan Desi, isteri yang mengabdi dalam rumah tanggadi Gampong
Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2016.

5Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat Dan Hukum Islam, (bandung : cv.Mandar Maju. 1990). HIm, 115.
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3.3. Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Suami Dalam Rumah
Tangga

Dalam realita masyarakat, pandangan mengenai kedudukan suami dalam
rumah tangga mengalami pergeseran makna, dalam Islam memang disebutkan
bahwa suami dijadikan sebagai kepala keluarga, dalam arti dijadikan sebagai
pemimpin atas isteri (perempuan) dan anak-anaknya, selain itu dijelaskan pula
mengenai seorang suami memiliki kedudukan lebih tinggi dari seorang isteri.
Namun, yang dimaksud pemimpin dan kedudukan tinggi tersebut bukan berarti
menempatkan isteri sebagai seorang yang tersudutkan (inferior). Akan tetapi,
suami isteri dituntut untuk saling bekerja sama dalam menaungi keluarga, tentu
dalam batasan-batasan yang dibenarkan dalam Islam.®

Berbeda dengan pandangan masyarakat Jaya Baru, umumnya seorang
suami dipandang sebagai seorang yang berhak untuk menentukan batasan-batasan
pekerjaan isteri dalam rumah tangga. Suami diposisikan sebagai kepala keluarga,
sekaligus dapat mengatur isteri dalam kaitannya dengan tugas-tugas dalam rumah
tangga. Walaupun umumnya masyarakat yang ada di Kecamatan Jaya Baru
berpendidikan, namun kaitannya dengan hubungan hak dan kewajiban suami isteri
dalam keluarga, agaknya tidak dijalankan sebagaimana diterokan dalam Islam.

Sebagaimana keterangan dari beberapa warga, bahwa dalam keluarga,
suami ditempatkan sebagai pihak yang dapat mengatur jalannya kehidupan rumah
tangga. Hal ini dikarenakan suami dipandang lebih betanggung jawab atas urusan

keluarga. Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah isteri dan anak,

®8Fatimah Umar Nasif, Women in Islam; a discourse in Rights and obligations, ed. In,
Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du’ali),
(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), him. 236.
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disamping itu suami juga berhak untuk menyuruh isteri pekerjaan-pekerjaan
rumah sebagai imbangan dari kewajiban yang dipikulnya.5®

Tergambar bahwa posisi suami sangat menentukan perjalanan kehidupan
rumah tangga. Dapat diambil contoh, mayoritas suami di Kecamatan Jaya Baru
dijadikan sebagai orang yang superior dalam keluarga. Misalnya dalam mengambi
keputusan, pada umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh
suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga
lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan.
Namun, dalam hal ini istri memilih bersikap pasif dalam pengambilan keputusan
dan cenderung mengikuti keputusan suami, karena suami dipandang lebih mampu
dalam mengambil kebijakan keputusan.”

Dalam masalah keuangan, seluruh penghasilan keluarga, baik dari suami
maupun istri, selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh pihak istri. Para suami
menyatakan bahwa penghasilan mereka diserahkan pada istri untuk diatur guna
memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan suami dalam pengelolaan keuangan
keluarga sebatas pada memberikan saran-saran apabila mengetahui istri bertindak
boros dalam menggunakan dana keluarga.”* Pengelolaan keuangan keluarga
memang dipercayakan sepenuhnya oleh suami kepada istri.”? Suami hanya
memegang uang untuk memenuhi kebutuhan suami sehari-hari seperti transportasi

menuju dan pulang dari tempat bekerja. Namun bila ada kebutuhan yang besar di

%9Hasil wawancara dengan Arman, warga Gampong Geuceu Kayee Jatoe, Kecamatan
Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2016.

"OHasil wawancara dengan Asrul, warga Gampong Geuceu Kayee Jatoe, Kecamatan
Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 28 Juli 2016.

"Hasil wawancara dengan irfan, warga Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru
Kota Banda Aceh, pada tanggal 29 Juli 2016.

"?Hasil wawancara dengan Saleh, warga Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru Kota
Banda Aceh, pada tanggal 29 Juli 2016.
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luar kebutuhan rutin, pihak istri tetap meminta pendapat dari suami. Hal itu
dilakukan untuk menjaga kepercayaan yang diberikan suami pada istri.”®

Dalam masalah keuangan ini, dapat diketahui bahwa hal tersebut menjadi
salah satu langkah bagi suami untuk bisa mengatur bahkan menyuruh isterinya
untuk bekerja melakukan tugas-tugas rumah tangga.” Dari beberapa keterangan
tersebut, dapat dipahami bahwa suami selaku kepala keluarga sekaligus sebagai
pengontrol jalannya siklus atau perputaran hubungan antara suami dan isteri.
Kelihatannya, suami dapat saja menuntut sesuatu yang bukan haknya selaku
suami, bertalian dengan itu pula isteri dituntut untuk mengerjakan pekerjaan yang
justru bukan suatu kewajiban baginya.

3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai
Kewajiban Isteri Di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Hubungan suami isteri dalam sebuah rumah tangga adalah hubungan
yang mutual, saling bantu membantu, berkomunikasi dengan baik serta memenuhi
hak dan kewajiban yang telah digariskan dalam Islam. Asas hubungan suami isteri
dalam sebuah perkawinan prinsipnya berdasarkan persamaan hak antara laki-laki
dan perempuan, hal ini sebagaimana telah digambarkan dalam al-Qur’an surat al-

Bagarah ayat 228 sebagai berikut:
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8Hasil wawancara dengan Agus, warga Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru Kota
Banda Aceh, pada tanggal 1 Agustus 2016.

"Hasil wawancara dengan Pak Marwan, warga Gampong Lampoh Daya, Kecamatan
Jaya Baru Kota Banda Aceh, pada tanggal 2 Agustus 2016.
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Artinya: “...Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijaksana.” (QS. Al-Bagarah: 228).

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya. Demikian juga pihak laki-laki, mempunyai hak
yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang dipikulnya. Prinsipnya, ayat
228 tersebut memberikan hak kepada perempuan sebanding dengan kewajiban
isteri yang justru menjadi hak atas laki-laki. Setiap kali isteri diberi beban sesuatu,
suamipun diberikan beban yang sama dengannya.”® Asas yang diletakkan Islam
untuk pergaulan suami isteri dan mengatur tata kehidupannya adalah asas yang
fitrah dan alami. Kaitannya dengan hal tersebut, laki-laki lebih mampu bekerja,
berjuang dan berusaha di luar rumah. Sedangkan perempuan lebih mampu
mengurus rumah tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah tangga lebih
menyenangkan dan penuh ketentraman. Karena itu, laki-laki diberi tugas yang
sesuai dnegan fitrahnya dan bagi perempuan disesuaikan dengan tabi’atnya.’®
Tidak ada larangan seorang suami untuk membantu isteri dalam menyelesaikan
pekerjaan rumah tangga. Dalam hal ini, contoh real yang dapat dilihat yaitu pada

diri Rasulullah SAW. Beliau telah memeberikah contoh baik dalam perkara ini.

SSayyid Sabig, Fighus Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006), him. 90.

"6Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006), him. 90-91.



52
Beliau juga pernah menjahit sandal, menambal/menjahit baju, serta memerah susu
domba untuk keluarga.”’

Menurut jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Abu Hanifah dan
Imam Syai’i, menyatakan bahwa seorang isteri tidak wajib mengabdi kepada
suaminya, dengan alasan bahwa akad perkawinan yang mereka lakukan hanyalah
memberikan hak untuk saling menikmati dan bukan pengabdian atau
mencurahkan tenaga untuk melakukan berbagai keperluan, sedangkan makna
hadi$-hadi$ yang menarngkan tentang pekerjaan isteri berada dalam rumah suami
hanya menunjukkan pada sifat kerelaan dan keluhuran budi.”

Rasulullah menentukan tugas kepada Ali sebagai suami berikut dengan
tugas-tugas yang diembannya, yaitu bekerja mencari nafkah di luar rumah, dan
menentukan Fatimah sebagai isteri berikut dengan tugas-tugasnya, yaitu bekerja
di rumah. Dalam hal ini, hendaknya isteri tetap membantu mengerjakan pekerjaan
rumabh, isteri harus menyadari kondisi keuangan suami. Sehingga, suami tidak
perlu untuk menyediakan pembantu dalam rumahnya. Bertalian dengan hal
tersebut, prinsipnya menyediakan pembantu bukan merupakan bagian dari
kewajiban suami. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari hadi§ yang
menceritakan terkait dengan Fatimah mengadu kepada Rasul, karena tangannya
mengalami lecet (bengkak) akibat mengerjakan salah satu pekerjaan rumah.

Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

""Sayyid Ahmad al-Musayyar, A4khlag al-Usrah al-Muslimah Buhiis wa Fatawa, ed. In,
Figih Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta:
Gelora Aksara Pratama, 2008), him. 35.

"8Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006), him. 90.
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Artinya: “Dari Ibnu Abu Laila dari Ali bahwa Fatimah mengadukan kepada Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam perihal tangannya yang lecet akibat
mengaduk gandum, maka Fatimah datang kepada beliau dan meminta
seorang pelayan, tetapi dia tidak menemui beliau, lalu Fatimah
menitipkan pesan kepada Aisyah. Ketika Nabi datang, Aisyah pun
menyampaikan pesan kepada beliau. Ali melanjutkan; "Kemudian beliau
datang kepada kami ketika kami tengah berbaring (di tempat tidur),
maka akupun bangkit berdiri, namun beliau bersabda: 'Tetaplah pada
tempat kalian berdua.' kemudian beliau duduk di samping kami sampai
aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau, lalu beliau
bersabda: 'Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik
bagi kalian berdua daripada seorang pelayan, apabila kalian berdua
hendak tidur maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga
kali, bertasbihlah sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertahmidlah
sebanyak tiga puluh tiga kali, dan ini semua lebih baik buat kalian
berdua dari seorang pelayan”. (HR. Baihagi).”

Mengomentari hadi$ di atas, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wanita
berkewajiban bekerja di dalam rumah tangganya dan laki-laki berkewajiban

memberikan nafkah kepada isterinya. Ketika Fatimah megadukan pekerjaannya

"9Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihagi, Sunan Al-Kubra, jilid 6, (Bairut:
Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), him. 516.
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kepada Rasulullah, namun beliau tidak menyatakan hal tersebut sebagai bagian
dari tanggung jawab suami yang wajib untuk dilaksanakan.®

Seorang perempuan tetap harus berbakti kepada suaminya. Namun,
dalam batasan-batasan tertentu, suami tidak mempunyai hak untuk memaksa
isteri, karena hal tersebut merupakan bakti seorang isteri, walaupun dalam
kategori kewajiban yang diakukan seorang isteri. Dalam realita masyarakat,
khusunya seperti pada masyarakat Jaya Baru, Kota Banda Aceh, agaknya
berlainan dengan konstruksi hukum yang seharusnya diperhatikan dan
dilaksanakan. Realita yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa suami berhak
untuk menyuruh isteri untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga, atau bahkan
memaksanya, hal ini tentunya tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip syari’at
Islam. pertentangan konsep dengan praktek tersebut dapat dilihat dari segi
petunjuk dalil yang tidak ekplisit menyatakan suami berhak untuk memaksa isteri
bekerja dalam rumah tangga. Bagitu juga menurut jumhur ulama, dimana isteri
tidak berkewajiban untuk berkhidmat kepada suami, seperti melakukan pekerjaan-
pekerjaan rumah.

Hukum syari’at yang bersifat toleran menetapkan bahwa suami dan isteri
harus bekerja sama dalam manajemen kehidupan keluarga sehari-hari. Karena
suami berkewajiban atas keuangan keluarga, dan juga betanggung jawab untuk
menafkahi keluarga. Dalam hal ini, isteri diharapkan membantunya dengan terjun
sendiri menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan mengurus hal-hal yang

berhubungan dengan rumah tangga. Atau dengan mengawasi para pembantu yang

80Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006), him. 91.
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biasanya melaksanakan tugas-tugas tersebut, karena isteri adalah penjaga rumah
dan bertangung jawab atas rumah tangganya. 5!

Pada prinsipnya, orang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga
tergantung pada adat istiadat dan tradisi dari suatu daerah/negara tertentu, atau
pada persetujuan bersama antara suami isteri. Patut disebutkan bahwa kebanyakan
ulama berpendapat suami tidak bisa mengharuskan isterinya melakukan pekerjaan
rumah di dalam rumahnya, karena dia merupakan isteri dan bukan sebagai
pelayan/pembantu. Terkait dengan hadi$ yang menyatakan bahwa isteri bekerja di
dalam rumah suaminya, mengandung makna bahwa isteri bersukarela melakukan
pekerjaan rumah tangga dalam artian sebagai bentuk khidmat isteri terhadap
suami, dan untuk membantu suaminya dalm mengelola urusan rumah tangga, atau
hanya menolong suami ketika suami idak mampu untuk membayar atau
menyediakan pembantu rumah tangga.®

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hubungan suami isteri
sangat terikat pada keseimbangan hak dan kewajiban yang mereka pikul. Seorang
isteri, memang tidak wajib untuk melakukan perkerjaan rumah, mengingat tidak
ada petunjuk dalil yang pasti terkait dengan pelaksanaan tugus-tugas rumah
tangga. Untuk itu, permasalahan ini hendaknya disikapi dengan asas saling bantu
membantu, menopang dan bekerjasama satu sama lain demi kehidupan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami hendaknya tidak melakukan

8lFatimah Umar Nasif, Women in Islam; a discourse in Rights and obligations, ed. In,
Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du’ali),
(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), him. 236.

82Fatimah Umar Nasif, Women in Islam; a discourse in Rights and obligations, ed. In,
Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam, (terj: Burhan Wirasubrata & Kundan Du’ali),
(Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 1999), him. 236.
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pemaksaan terhadap isteri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang justru
bukan bagian dari kewajibannya menurut syari’at. Bertalian dengan hal tersebut,
seorang isteri juga hendaknya dapat membantu meringankan beban suami yang
mencari nafkah, dengan mengambil alih tugas-tugas rumah tangga menjadi bagian

dari tanggung jawabnya.

3.5.  Analisis Penulis

Agama Islam pada prinsipnya tidak memberi beban tanggung jawab yang
melebihi kemampuan hambanya. Begitu juga dalam hubungannya dengan
tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga, dimana syari’ menetapkan
kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksakan tidak melebihi kemampuannya
masing-masing pihak. Hal ini dapat dipahami dari kewajiban nafkah suami
terhadap isteri, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan
seorang suami, atau dalam istilah lain dengan cara “ma raf”.

Dari gambaran permasalahan seperti telah dikemukakan dalam sub bab
sebelumnya, bahwa ulama berbeda pendapat dalam memahamai bentuk-bentuk
pekerjaan rumah, apakah bagian dari kewajiban isteri atau bentuk pengabdian
yang secara tuntutan hak, isteri secara sukarela mengerjakannya dan suami tidak
boleh mamaksanya. Bertalian dengan hal tersebut, secara konkrit memang tidak
ditemui dalil hukum bahwa bentuk-bentuk pekerjaan rumah, seperti memasak,
menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban
isteri yang wajib dilaksanakan. Akan tetapi, kewajiban yang pasti dan bersifat
eksplisit dalam nas-nas hanya dalam beberapa masalah, dan ini telah disinggung

dalam beberapa ayat al-Qur’an dan hadis, seperti tidak keluar rumah tanpa izin
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suami, menjaga harta suami dan kesuciannya, serta wajib taat atas perintah-
perintah suami dalam batasan yang bukan maksiat. Untuk itu, kewajiban isteri
yang terakhir disebutkan (yaitu kewajiban untuk taat pada suami) kemudian
menjadi perbincangan kalangan ulama, apakah kewajiban atau bukan.

Perlu diperhatikan dan menjadi sesuatu yang prinsip bahwa kedudukan
hak dan kewajiban suami isteri dalam hubungan perkawinan, menurut penulis
harus dilihat dari tiga aspek penting, yaitu hubungan suami isteri dilihat dari aspek
hukum, psikologis-finansial dan hubungan suami isteri dari aspek sosiologis
(nature/adat istiadat).

Dari aspek hukum, hubungan suami isteri erat kaitannya dengan
pemenuhan hak dan kewajiban. Dimana, hak dan kewajiban tersebut memiliki
keseimbangan. Artinya, kewajiban suami merupakan hak atas isteri, dan
kewajiban isteri merupakan hak atas suaminya. Aspek ini banyak dibicaraka
dalam al-Quran dan Hadits, seperti dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 34
yang menyatakan bahwa seorang laki-laki (suami) mengayomi para wanita
(isteri). Dalam hadits misalnya terdapat dalam hadi§ yang diriwayatkan oleh
Ahmad yang menyataka bahwa suami wajib memberi makan pakaian dan tempat
tinggal .8

Dari aspek psikologis-financial, bahwa kewajiban-kewajiban tersebut
dapat direalisakan berdasarkan asas marif, atau harus disesuaikan dengan
kemampuan masing-masing pihak. Isteri harus memahami kondisi keuangan

suami dalam kaitan dengan pemenuhan hak-haknya selaku isteri. Jika suami tidak

83Hadits tersebut dapat dilihat pada bab 11, halaman 24.
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mampu untuk mempekerjakan seorang pembantu dalam urusan rumah tangga,
maka tugas-tugas rumah tangga tersebut beralih kepada isteri, dan hal ini
dilakukan berdasarkan batas kemampuan seorang isteri. Hal ini sebagaimana telah
telah dijelaskan dalm Al-Quran surat at-Thalag ayat 7 yang menyatakan bahwa
pemenuhan nafkah harus disuaikan dengan kemampuan pihak suami. Dari aspek
sosiologis, bahwa hak dan kewajiban antara suami isteri yang sifatnya praktis,
harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi/keadaan suatu daerah.

Dari ketiga aspek tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan hak dan
kewajiban suami isteri tentu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam al-Qur’an dan hadis, sehingga akan sesuai antara praktek dengan
konsep hukum yang menjadi hukum yang seharusnya dijalankan. Selain itu,
pemenuhan hak dan kewajiban tersebut harus dilihat konsisi financial, karena
syari’ sendiri tidak menuntut bagi masing-masing pasangan untuk melakukan hal-
hal yang berada di luar batas kemampun. Misalnya isteri tidak boleh menuntut
kadar nafkah yang justru memberatkannya.

Di samping itu, suami juga tidak boleh menuntut isteri melakukan
pekerjaan-pekerjaan rumah, karena hal tersebut bukan merupakan bentuk
kewajiban yang pasti disebutkan dalam dalil nas. Tuntutan hak dan kewajiban ini
tentu harus disesuaikan dengan kebiasan-kebiasan pada daerah setempat.
Sehingga, hukum vyang dijalankan tidak bertentangan dengan asas-asas
kemaslahahatan, baik pada lingkup keluarga hingga pada lingkup masyarakat
umumnya. Untuk itu, hendaklah seorang isteri bekerja mengatur rumah tangga

dengan baik, dengan memperhatikan pada batasan-batasan yang tidak
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memberatkannya. Begitu juga seorang suami juga memperlakukan isteri dengan
baik, tidak memaksa, mencela dan menyusahkan isteri dalam pekerjaan rumah
tangga. Dalam artian bahwa tugas-tugas rumah tangga tersebut merupakan bagian
dari bentuk pengabdian seorang isteri atas suami, serta hal tersebut merupakan
bagian dari keseimbangan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing

suami isteri.



BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian serta menganalisa mengenai pembahasan
kewajiban dan pengabdian isteri dalam rumah tangga di Kecamatan Jaya Baru

Kota Banda Aceh yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik

beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Jaya Baru
Kota Banda Aceh memandang bahwa batasan-batasan kewajiban dan bakti
seorang isteri memiliki makna yang sama. Artinya, bakti seorang isteri
merupakan bagian dari kewajiban isteri. Pekerjaan-pekerjaan rumah menjadi
kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban isteri tidak hanya pada
batasan untuk melayani suami dalam kebutuhan seksual, tidak keluar rumah
tanpa izin suami, serta kewajiban untuk menjaga harta dan dan kesucian diri.
Namun, jauh dari itu semua masyarakat memandang bahwa tugas-tugas rumah
tangga, seperti mencuci, menyapu, memasak dan tugas rumah tangga lainnya,
menjadi bagian dari kewajiban seorang isteri yang mesti dilaksakan.

2. Dalam hukum Islam, ditetapkan bahwa antara hak seorang isteri seimbang
dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. Ditetapkan bahwa isteri
mempunyai beberapa kewajiban yang secara ekplisit tergambar dalam nas. Di
antaranya yaitu kewajiban untuk melayani suami dalam hal hubungan biologis,

kewajiban untuk menjaga harta dan kehormatannya selaku isteri, serta

60
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kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Adapun tugas-tugas
rumah tangga, seperti menyapu, mencuci dan lainnya, merupakan bagian dari
pengabdian isteri sekaligus sebagai bentuk khidmat isteri terhadap suami,
bukan bentuk kewajibannya sebagai isteri. Ditentukan juga bahwa suami
berhak untuk menuntut hak-haknya yang merupakan kewajiban isteri, dan
suami dilarang untuk menuntut sesuatu yang bukan haknya, termasuk menuntut

isteri untuk mengabdi/berkhidmat kapadanya.

4.2. Saran
Dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan
beberapa saran, yaitu:

1. Dalam hubungan suami isteri, seharusnya masing-masing mereka memahami
kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan, karena pemenuhan kewajiban
tersebut erat kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh. Khusus kepada para
laki-laki (suami) yang ada di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh
hendaknya tidak memaksa isteri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah.

2. Dalam hubungan rumah tangga, hendaknya suami isteri saling memahami
kondisi masing-masing mereka, saling membantu, berkomunikasi dengan baik,
sehingga permasalahan kehidupan rumah tangga dapat ditangani secara bijak.
Di samping itu, para suami khususnya di Kecamatan Jaya Baru memperhatikan
batasan-batasan kewajiban isteri, sehingga penempatan tugas-tugas seorang

isteri tidak bersebarangan dengan konsep nilai yang terdapat dalam Islam.
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ABSTRAK

Nama : Miss Lateepah Chesoh

Nim : 111209680

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul : Faktor-faktor Penyebab Perceraian di SelatanThailand

(Studi Kasus Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat)
Hari/ Tanggal Munagasyah : -

Tebal Skripsi . 67
Pembimbing | : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Pembinbing Il : Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag.

Kata kunci: Perceraian, Penyebab Perceraian

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan
agar berlangsung selama-lamanya. Karena itu, segala usaha harus dilakukan agar
persekutuan dalam ikatan perkawinan itu dapat terus berkelanjutan. Namun dalam
perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, tidak selamanya mulus seperti yang
diharapkan, pasti akan menghadapi sebuah rintangan yang menjadi permasalahan
dalam rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik
akan menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Islam tidak mengikat
mati perkawinan akan tetapi tidak pula mempermudahkan perceraian. Majelis Agama
Islam telah menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara yang masuk di
Majelis Agama Islam khususnya perkara hukum keluarga dan pusaka, pada tahun
2015 terdapat 132 kasus percearain. Penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa
penyebab perceraian yang terjadi di Majelis Agama Islam Narathiwat. Dan
bagaimana proses dan prosedur penyelesaian perceraian di Majelis Agama Islam
Narathiwat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dalam
hal ini penulis mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor penyebab perceraian
di Majelis Agama Islam. Adapun metode analisa data adalah analisa kualitatif. Hasil
penelitian menujukan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama
Islam yaitu: suami terlibat dengan narkoba (krisis akhlak dan moral), suami tidak ada
tanggung jawab terhadap istri dan anak, perkawinan di bawah umur, dan ekonomi.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari berbagai faktor penyebab
perceraian tersebut, faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya
perceraian dikalangan masyarakat Narathiwat dimana dalam rumah tangga tersebut
tidak adanya kepercayaan antara suami dan istri serta tidak adanya tanggung jawab
ekonomi sebagai kepala keluarga untuk memunuhi kebutuhan hidup keluarga dan
antara suami istri sudah tidak ada rasa saling mengahargai dalam rumah tangga. Saran
yang diberikan agar sebelum melakukan perkawinan hendaknya para pihak
memahami bagaimana menjalankan bahtera rumah tangga yang baik.



BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah merupakan sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan
oleh Allah! untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta
menumbuhkan kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang
lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya.? Perkawinan
merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan juga merupakan
ikatan suci yang terkait dengan keimanan kepada Allah.

Jadinya tidak sekedar berdasarkan keinginan seseorang saja, akan tetapi ada
dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Supaya perkawinan terakomodasi baik,
maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan, dengan demikian perkawinan
harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Islam vyakni terwujudnya keluarga sejahtera (mawaddah
warahmah). Sehingga akan melahirkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

Sebagaimana firman Allah SWT: Surat : Ar-rum (ayat : 21)
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1 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet. 2, ( Jakarta: Siraja,
2006). him. 1

2 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: PeNA, 2010), him.3
1



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Ruum ayat: 21

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dasar dari setiap pembentukan
rumah tangga, yaitu di samping untuk mendapatkan keturunan yang shaleh adalah
untuk dapat hidup tenteram adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.
Masing-masing pasangan juga dituntut untuk menyadari bahwa perkawinan adalah
memberi dan menerima, saling membantu dan saling memahami, saling mengasihi

dan saling menyayangi.

Adapun salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan
perkawinan agar berlangsung selama-selamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus
dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berkelanjutan. Tetapi jika semua harapan
dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan
sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan.
Apabila rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, dan bila
mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi
kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan-ketentuan Allah, ikatan itu harus

dikorbankan.®

8 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia. 2000), him. 15



Oleh karena itu Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam
membuka kemungkinan perceraian, baik dengan thalag maupun dengan jalan fasakh
demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam
membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membaikkan
dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing,
tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat

disesuaikan, karena kebahagian itu tidak dapat dipaksakan.

Perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagian dan kedamaian
pasangan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak
selamanya dapat mencapai tujuan tersebut. Perkawinan itu dapat di putuskan karena
kematian, perceraian, putusan pengadilan. Dalam Dasar Hukum Islam Berkenaan
dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat, Yala,

dan Setul Tahun 2011) di sebutkan:

(MANAHUNIEIAAAINTIAIEIATALATIUAEN TANNTETITUY ]
A716128n15 19NV 1A TUlYAFIMIR 0011, 14515918 e1£a
URAUNFHA WA loE ).
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“Djamil Latif, S.H, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, him. 29
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Artinya : Menurut Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan
Negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat,Yala dan Setul Tahun 2011):
Yang dimaksud pada Kategori 1 Pasal 139 mengenai putus perkawinan
yaitu: Pernikahan tersebut juga berakhir dengan alasan kematian suami atau
istri, dengan alasan untuk perceraian, atau dengan alasan yang diberikan

putusnya hubungan suami dan istri, oleh ketentuan hukum secara langsung
maupun tidak langsung.

Di dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud. Sabda Rasulullah

SAW.

OF el o 0B G E e ol (p B e W e Bl e o ST
635> sl olg)) BN g o J) I aad s JU hoos ade A Lo I

Artinya : dikatakan Katsir lbnu Ubaid, dikatakan Muhammad bin Khalid dari
Mu’arif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsarm dari Umar dari Nabi Saw
berkata: * perbuatan halal disisi Allah adalah talak”. Hadist Riwayat Abu

Dawud.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun juga suatu hal yang
dibenci oleh Allah.”Tapi Allah swt. membencinya apabila hal itu tanpa ada keperluan

yang mendesak. Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan

> Panduan Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan,
(ATaUANNHMUIEITAFINIIAIEIATALATIUAENTAN, AVVAIALFAETIH) him 44

®Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Jilid 1, (Beirut: Darul Fikr, 2003), him. 500

" H. Moh. Rifa’i, Figih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), him. 483.



hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang

menjadi tujuan perkawinan.®

Di Thailand selatan umat Islam diberi peluang untuk menghayati ajaran
agama dan melaksanakan sebahagian dari pada undang-undang Islam. Dilantik juga
Datok Yuttitam menjadi seorang berkuasa dan ditugaskan untuk memeriksa dan
memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam di kalangan

umat Islam di empat propisi di selatan Thailand.

Adapun kewenangan peradilan Islam atau Datok Yuttitam mengadili perkara-
perkara yang berhubungan dengan bidang perkawinan dan warisan adalah sebagai

berikut:

Pertunangan, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan.
Menentukan pemberian nafkah bagi istri yang ditalak dan anaknya.

Pelepasan hak, tuntutan hal yang berhubungan dengan perkawinan.

A W nhpoe

Menujukkan orang lain sebagai wali bagi yang tidak ada wali atau walinya
telah dicabut kuasanya.

5. Penentuan terhadap seseorang yang mempunyai hak mewarisi harta si
mati yang beragama Islam atau bagian warisan.

Bagi wilayah yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, pihak
pemerintah Thailand telah memberi kebenaran untuk menumbuhkan sebuah
organisasi (Majelis Agama Islam) yang bertanggungjawab dalam mengatur dan

mengawal hal ehwal agama dalam wilayah. la merupakan sebuah institusi sosial

8 Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah, Jilid II1, (Terj. Abu Syaugina,Abu Aulia Rahma), Cet.2,
(Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), him. 527.



keagamaan yang bertujuan untuk megurus hal ehwal yang berkaitan dengan Islam

dan masyarakat muslim di setiap wilayah yang terdapat umat Islam.

Dalam bidang kuasa Majelis Agama Islam Wilayah adalah seperti mengurus
hal ehwal agama Islam dan mengeluarkan prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan
berdasarkan persetujuan umat Islam di wilayah itu sendiri. Majelis tersebut tidak
mempunyai hak untuk menguasakan prosedur-prosedur yang digariskan itu kecuali

mendapat kebenaran dari pada pihak mahkamah.

Namun demikian umat Islam di Negara Thailand selatan sangat mematuhi
segala aturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam. karena, ia
merupakan institusi keagamaan yang didirikan dan anggotanya dipilih melalui
persetujuan ramai oleh umat Islam di wilayah itu sendiri. Oleh itu, Majelis Agama
Islam wilayah sangat dipercayai dan disanjung tinggi oleh umat Islam di setiap

wilayah.

Dengan demikian, Islam sangat mensyari’atkan perkawinan. Tujuan
disyari’atkannya perkawinan di antaranya untuk menjaga harkat dan martabat
manusia. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.® Perkawinan pada dasarnya

bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Akan tetapi suatu kenyataaan, terjadi dalam rumah tangga berlaku perceraian
dikarenakan selama perkawinan, suami tidak pernah menjalani hak dan kewajibannya

sebagai suami yang bertanggung jawab, dia hanya memikirkan kesenangannya

9 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Cet 49, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), him. 401.



sendiri seperti memakai dadah (Narkoba) maka dengan itu si istri tidak tahan lagi
dengan perangai suami, akhirnya si istri minta cerai. Pada masyarakat Narathiwat
selatan Thailand bahwa dalam pergaulan rumah tangga menjalankan hak dan
kewajiban sebagai suami istri sering timbul persengketaan sehingga mengakibatkan
perselisihan/pertengkaran yang terus menerus di antara suami istri, yang hingga
akhirnya kecocokan di antara suami istri menjadi hilang, dan menyebabkan keduanya

atau salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian.

Apabila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan, sehingga tidak
ada jalan lain, sedangkan iktiyar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi.*® Apa
lagi sering terjadi kekerasan pukul memukul. Sebenarnya perceraian bukan satu-satu
cara untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, tetapi karena sudah sering
terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena kurang pemahaman tentang agama dan
lain sebagainya. Maka talak (perceraian) itulah satu-satunya yang menjadi pemisah

antara mereka.

Majelis Agama Islam Narathiwat (Selatan Thailand) merupakan salah satu
lembaga yang menangani hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan.
perceraian merupakan perkara yang paling banyak ditangani dibandingkan dengan
perkara lainnya. Kasus perceraian di Narathiwat, selama beberapa tahun ini banyak

diterima dan diputus untuk perceraian di Majelis Agama Islam Narathiwat. Pada
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tahun 2015 terdapat 132 kasus perceraian khususnya gugatan perceraian yang

diajukan oleh pihak istri.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang
“Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Selatan Thailand (Studi Kasus Majelis Agama

Islam Wilayah Narathiwat)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang

akan penulis kaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah

Narathiwat (Selatan Thailand)?

2. Bagaimana proses dan prosedur penyelesaian perceraian di Majelis Agama

Islam Wilayah Narathiwat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini

adalah:

1. Untuk mendeskripsi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian

di Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perceraian di

Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat.



1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan serta memudahkan pembaca
dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, “Faktor-
faktor penyebab perceraian di selatan Thailand (Studi Majelis Agama Islam
Narathiwat).” Maka perlu adanya penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi inti

dari penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perceraian (talak)

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, baik datangnya dari pihak suami atau
pihak istri. Menurut Sayyid Sabiq yang di kutip oleh Suhaibah dari Abdul Manan
dalam buku Fungsi Mediator dalam penyelesaian perselisinan perkawinan |,
perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini
dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika

perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka
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perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh

karena itu, dibenci dan dilarang.**

2. Majelis Agama Islam Narathiwat (Selatan Thailand).

Majelis Agama Islam wilayah dalam bahasa Thai disebut dengan
dlnvuAen5suN19adaINlsrd1d9ndn  (samnak ngan knak kamakan Islam

prakcam chanwat) adalah merupakan salah satu tempat atau lembaga mempunyai
peran yang signifikan khususnya terhadap umat Islam dan dapat menyelesaikan
berbagai permasalahan dalam masyarakat. Badan ini bertanggungjawab langsung
diatas umat Islam yang bermasalah. Khususnya masalah-masalah yang ada

berhubungan dengan Agama Islam.

Dalam empat wilayah selatan (Narathiwat, Yala, Pattani dan Satun) di adakan
Majlis Agama Islam dan ahli jawatan kuasa bagi setiap wilayah. Jawatan kuasa ini
berfungsi sebagai penasehat kepada gubernur wilayah (puwa radjakan chanwat)
dalam mengendalikan urusan yang bersangkut paut dengan Islam. Juga jawatan kuasa

ini berada di bawah satu pusat lagi di Bangkok atau di kenal sebagai jawatan kuasa

1Suhaibah, Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perselisinan Perkawinan, Cet. 1,(
Surakarta: Citra Sains LKBN, 2015), him. 5
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Islam di peringkat pusat/ Negara yang di kepalai oleh cula yang bernama a4

ﬁﬁnz«i@ywa (Asis Pithak Khum Pun) sebagai raja menteri (Syiekh Al- Islam).

1.5. Kajian Pustaka

Kajian ini mempergunakan kesempatan untuk mencari bahan-bahan di
pustaka atau tempat lain yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan
perceraian, memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas
tentang faktor-faktor yang menyebabkan suatu perceraian, namun sepanjang
pengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai faktor-faktor yang
terjadinya perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat di Selatan

Thailand.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Marlena Mahasiswa Fakultas Syariah
yang berjudul Alat Telekomunikasi Sebagai Alasan Perceraian (Kajian Putusan
Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) yang membahas tentang Alat Komunikasi
dapat mempengaruhi kerenggangan relasi antar anggota keluarga dan relasi keluarga

dengan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan jumlah
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kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, diskriminasi social yang

berdampak kepada perceraian dalam rumah tangga.*?

Dalam skripsi yang ditulis oleh Khairul Amri yang berjudul Pertengkaran
Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh
Tahun 2010. Fakultas Syariah IAIN AR-RANIRY tahun 2012. Tulisan ini secara
umum membahas tentang terjadinya pertengkaran antara suami istri yang berlangsung

secara terus menerus sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga.®

Dalam Jurnal yang ditilis oleh Amphon Chai Thongthip, yang berjudul
problem perceraian di Thailand. Tulisan ini secara umum membahas tentang masalah
apa saja yang terjadi perceraian di Thailand yang melakukan perceraian antara suami

istri sehingga mengakibatkan kerusakkan dalam rumah tangga.4
1.6. Metode Penelitian
A. Sifat dan bentuk penelitian

Sifat dan bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan

metode deskritif termasuk penelitian study kasus, yaitu kegiatan menyelidiki serta

12 Skripsi Siti Marlena, Alat Telekomunikasi Sebagai Alasan Perceraian Kajian Putusan
Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry.
Banda Aceh: 2012.

13 Skripsi Khairul Amri, Pertengkarang Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian di
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Tahun 2010. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh, 2012.

4Jurnal Amphon Chai Thongthip, Problem Perceraian di Thailand, tanggal 11 Desember
2012.
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mengungkapkan fenomena-fenomena yang sedang berlaku dalam suatu peristiwa
tertentu, kemudian membahas ke dalam satu pembahasan sistematis serta disusun
kembali sehingga dapat dipahami dan menjadi acuan dalam penyelesaian

masalahnya.®®

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Majelis Agama Islam Narathiwat (MAIN) dengan
alamat no. 221 Soon Rachkan, M.10 Lampo, Muang, Narathiwat 96000 Selatan

Thailand.
C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis membagi kepada dua bagian

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer: adalah data pokok/ penting yang dijadikan data
utama, data ini di peroleh dari study populasi penelitian, yaitu ketua/

kepala Majelis Agama Islam Narathiwat dan para stafnya.

2. Sumber data sekunder: adalah data pendukung yang dijadikan sebagai

tambahan/ pelengkapan penelitian ini, data ini diperoleh dari literator-

15 Cik Hasan Bisri, Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripi,
(Jakarta: Bidang Agama Islam, 1998), him 57
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literator di perpustakaan dan majalah-majalah lain dan sebagainya yang

ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, penulis

menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi: yaitu mengadakan peninjauan awal di lokasi penelitian dengan
mengamati dari dekat kondisi masyarakat/ Majelis Agama Islam
Narathiwat sebelum mengambil data yang dibutuhkan dalam penelitian

ini.

2. Interview/ wawancara: Yyaitu dengan mengadakan wawancara Ketua

Majelis Agama Islam Narathiwat dan Stafnya.

3. Library Research: yaitu untuk memperoleh keterangan penyusunan
kerangka teoritis dalam penelitian ini penulis manfaatkan perpustakaan
dengan cara mengumpulkan bahan bacaan dari buku-buku dan majalah-
majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selanjutnya setelah
data terkumpul secara sempurna, maka langkah selanjutnya diteliti

secermat mungkin, data yang bersifat kualitatif disusun secara deskriptif.

Dalam penyusunan dan penulisan skirpsi ini, penulis berpedoman pada buku
panduan penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah

dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. Sedangkan untuk
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ayat-ayat Al-qur’an dan terjemahannya yang terbitkan oleh Departemen Agama RI

pada tahun 2009.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka
pembahasannya kedalam empat (4) bab, yang satu dengan yang lainnya saling

berhubungan. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode

penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Perceraian dalam Hukum Islam yang terdiri
dari: Pengertian Perceraian (talak), hukum dan dasar perceraian, rukun dan syarat

perceraian, macam-macam perceraian, hikmah perceraian.

Bab tiga membahas tentang faktor penyebab perceraian dan tata cara

penyelesaian di Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat (MAIN) yang terdiri :
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Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat, faktor penyebab
perceraian, proses dan prosedur penyelesaian perkara perceraian, Langkah-langkah
yang diambil oleh Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat dalam penyelesaian

perceraian, Analisis penulis.

Bab empat adalah penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir dari
pembahasan mengenai isi skripsi ini. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa

saran dikemukaan sebagai pikiran yang dianggap relevan dengan pembahasan ini.



BAB DUA
PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM
1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian
A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenalkan dengan istilah talak. Talak berasal dari
bahasa Arab yang diambil dari kata “33k| secara bahasa artinya adalah melepaskan

atau meninggalkan. Menurut istilah syara’ talak adalah:

gl B By il a)

Artinya: “ melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al- Anshari, yang dikutib oleh Tihami,

Sohari dalam buku fikih munakahat talak ialah:

20529 )l il S die f>

Artinya: “ Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”

! Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2009), him. 229.

2 Ibid

16
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Dalam Syariat Islam membolehkan perceraian dari suatu yang tidak ada
suasana hidup rukun dan damai. Suasana rumah tangga telah berantakan dan pihak
ketiga sudah tidak lagi mampu mendamaikan, kalau demikian Islam memberikan

jalan untuk berpisah. Demi keselamatan kedua belah pihak.

Yang perlu dijelaskan disini bahwa disyariatkan perceraian itu bukan berarti
bahwa Islam menyukai perceraian atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki
tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang musykil atau sesuatu

yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.?
B. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian (talak) dalam ajaran Islam diatur dalam al-Qur’an dan al-Hadits
Nabi SAW. Dengan adanya landasan tersebut menegaskan bahwa perceraian dalam

Islam boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu.

a. Di dalam Al-Qur’an

1) Surat Ath-Thalag ayat: 1

&3/4 o P p Py 2 T e - - FRE A /QGE/
5..\.3.]‘ |j,,a..>-‘) ,.r"..\.}! u—“}m ARSI Y | l L.S"J‘ U
£ & P ;?/ <« Lot P 2 P ?’1 /&’ 2 g E7 e ff'd/

QN T Y) s o0 Sz A Y =) Al sl

3 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Bulan Bintang, Jakarta,
1976), him 144-145
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d >
T 2R -~ W//J - - - £_

5 B Syl ,w_gd.lj 453
C} N

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan
keci yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS.Ath Thalaq
(65):1).

Ayat di dapat dipahami bahwa, perceraian itu bisa dilakukan apabila tidak
dapat mendamaikan sebagai jalan terakhir dan apabila akan menceraikan istri,
hendaklahnya pada saat yang memungkinkan istri beriddah, yaitu setelah bersih atau

suci dari haid atau nifas dan belum disetubuhi.

2) Surat Ath Thalag ayat: 229

z do -
|r£2JJ5-Yj 9_M>-L: c:jw.:j\dj‘/u‘ _]Lm.ab QLJ‘/'O_UG.”

£ - - £, g 7 ,Ua ,«,« 2/
| ol 39

Lol ¢

J
S35 s ¥
g m;:c_e\wwéu’;% Tsji\-;t-*-“-.:g

u,.,LLﬂ;;a,Jjw‘swaMw La g s S Bl 5505

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada
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mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat mejalankan
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya
tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu menlanggarnya. Barangsiapa
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka
dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk
memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.
Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim
terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah
permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah).
Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu.
Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu. QS. Ath Thalaq(65): 229.

Dengan demikian, jelaslah bahwa talak yang di syari’atkan itu hanya sekali
kemudian dirujuk, kemudian sekali lagi lantas rujuk lagi, kemudian suami boleh
memilih atau melepaskan dengan cara yang baik. Suami juga boleh untuk merujuk
istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu

masih dalam masa idah.
b. Didalam Hadits Nabi SAW
s ot o B 2 e Lely oy Ome o Wy A Wi ds o S Wi
(gl b olyy) LI A L I ey wide B o ) Sy JB 1 JG Leges
Artinya : dikatakan Katsir Ibnu Ubaid, dikatakan Muhammad bin Khalid dari
Mu’arif bin Wasil, dari Muharib bin Ditsarm dari Umar dari Nabi Saw

berkata Rasulullah shalallahu Alaihi wa sallam bersabda “ Perkara halal

vang paling dibenci oleh Allah adalah talak” ( HR. Abu Daud).

4 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Jilid 1, (Beirut: Darul Fikr, 2003), him. 500
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Dari pembahasan hadits diatas merupakan dasar hukum dalam Agama Islam
bahwa perceraian diperbolehkan meskipun sangat dibenci Allah SWT. Karena
dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjerumus kepada sesuatu yang
bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga dan menimbulkan mudarat
kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya. Maka dalam rangka menolak

terjadinya mudarat lebih baik melakukan perceraian.

C. Hukum Perceraian

Para ulama berbeda berpendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih
benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, Hidup dalam
hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. ltulah yang
dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu
menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah

menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Rasulullah SAW bersabda:

O (5915 sl olyy) LBV & L IV aa s ade Al o & Jguy JB 2 B Liges
Artinya: dikatakan Katsir Ibnu Ubaid, dikatakan Muhammad bin Khalid dari Mu arif
bin Wasil, dari Muharib bin Ditsarm dari Umar dari Nabi Saw berkata
Rasulullah shalallahu Alaihi wa sallam bersabda “ Perkara halal yang

paling dibenci oleh Allah adalah talak™ ( HR. Abu Daud).

>Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Jilid 1, (Beirut: Darul Fikr, 2003), him. 500
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Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

JWJJB:JGQ}&;W\&\&%W&\&Qﬁ\fﬁbLﬁJ&;@:-UgO\.o-:l.w\.ﬁ.b
O asd)) Lae oo b L b (3 6O Lmgy il 101 el 0 by wle 1 Lo
(2913 gl olg))

Artinya: Sulaiman Ibnu Kharbi dari Ayyub dari Abi Khilabah dari Abi Asma’ dari
Tsauban Rasulullah SAW bersabda: “Wanita manapun yang meminta talak

dari suaminya tanpa ada alasan yang jelas, maka diharamkan baginya bau

syurga”. (HR. Abu Daud)

Dari pembahasan kedua hadits di atas dapat buat kesimpulan bahwa
perceraian sebenarnya adalah jalan terakhir, yaitu setelah tidak mungkin lagi suami
istri hidup bersama dalam satu rumah tangga. Seorang suami yang menjatuhkan talak
kepada istrinya berarti ia telah melakukan pekerjaan yang sangat di benci, meskipun
pekerjaan itu boleh dilakukan karena di perlukan sekali. Sebaliknya, seorang istri
yang meminta talak kepada suaminya, sangat dicekam oleh Islam. Apabila tidak ada

alasan yang jelas.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara
rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan

sunnah.’

®Ibid. him. 512

7 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Munakahat, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), him.
258.
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Diantara hukum talaq menurut para fukaha antara lain:

a. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat
dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang
banyak.

b. Mubah, yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian
dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perceraian dan manfaat
dari perceraian itu juga akan lebih terlihat.

c. Wajib, yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap
seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu,
sedang ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan
istrinya. Tindakan tersebut memudharatkan istrinya.

d. Haram, yaitu thalag itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam
keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah gauli.®

Di tinjau dari kemaslahatan atau kemudharatan maka kesimpulan hukum
talak diwajibkan apa bila terjadi perselisinan antara suami istri lalu tidak ada jalan
keluar yang dapat di tempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang

mengurus perkara keduanya.
1.2 Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun thalag adalah unsur pokok yang harus ada dalam thalag dan
terwujudnya thalaq tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun

thalaq ada empat yaitu:

a. Suami, suami adalah yang memiliki hak thalag dan yang berhak

menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Kencana ,
2009), him. 201.
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itu thalagq bersifat menghilangkan ikatan perkawinan. Maka thalaq tidak mungkin

terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah.

Untuk sahnya suami dalam menjatuhkan thalag. Suami mempunyai syarat:

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talag. Yang dimaksudkan gila dalam
hal ini yaitu hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit

pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya.

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu
minuman keras atau khamar, candu narkotika, ganja dan lain sebagainya, sedangkan
la tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia
menjatuhkan thalaq , maka jatuhlah thalagnya, tetapi jika minuman itu bukan karena
perbuatan dosa seperti karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu
yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka thalaq yang dijatuhkan dalam

keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh thalag yang dinyatakan oleh orang belum dewasa.
Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan, bahwa thalaq oleh anak yang sudah
mumayiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun. Asal ia telah mengenal arti

thalaq dan mengetahui akibatnya, thalagnya dipandang jatuh.
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3) Atas kemauannya sendiri

Yang di maksud dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini adalah
adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalaq itu dan dilakukan atas

pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalaq terhadap
istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap istri orang

lain. Untuk sahnya thalaq, pada istri yang dithalaq disyaratkan sebagai berikut:

1. Istri masih berada dalam perlidungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani
masa iddah thalaq raj’i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada
dalam kekuasaan suami. Karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan thalaq lagi.
Dipandang jatuhlah thalagnya sehingga menambah jumlah thalag yang dijatuhkan
dan mengurangi hak thalaq yang dimiliki suami. Dalam hal ini thalaq ba’in bekas
suami tidak berhak menjatuhkan thalaq lagi terhadap bekas istrinya meski dalam
masa iddahnya, karena dengan thalaq ba’in itu bekas istri tidak lagi berada dalam

perlindungan kekuasaan bekas suami.

2. Kedudukan istri yang dithalag harus berdasarkan atas akad perkawinan yang
sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, Seperti akad nikah terhadap
wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya
(memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya
padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam

pemeliharaannya, maka thalag yang demikian itu tidak dipandang ada.



25

c. Shighat thalaq

Shighat thalag adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri
yang menunjukkan thalaq, baik yang sharih (jelas) mampun yang kinayah (sindiran),
baik berupa ucapan lisan, isyarat bagi suami tunawicara ataupun dengan suruhan

orang lain.

d. Qashdu

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan thalag itu memang dimaksudkan oleh
yang diucapkan untuk thalag, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucapan
yang tidak dimaksud untuk thalaq tidak dipandang jatuh thalaq tersebut, seperti suami
memberikan sebuah salak kepada istrinya, mestinya dia mengatakan terhadap istrinya
itu kata-kata: “ini sebuah salak untuk mu”. Tetapi keliru salah ucapan berbunyi “ini

sebuah thalaq untukmu”, hal ini tidak dipandang jatuh thalag.®

1.3. Macam-Macam Perceraian

Dalam hukum Islam ada macam-macam perceraian, ada dicerai talak dan

cerai gugat.
a. Cerai talak

Perceraian dalam istilah ahli figh disebut juga dengan talak atau furgoh.

Sedangkan berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Salah satu asas

9 Murni Jamal, llmu Figih, Jilid 2, (Jakarta: Departemen Agama Proyek Pembinaan
Perguruan Tinggi Agama Islam 1AIN,1985, him. 234-237
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perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi
oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu Islam mengharamkan
perkawinan yang bertujuan untuk sementara dalam waktu tertentu sekedar untuk

melepas hawa nafsu saja.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah,
maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri
yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian
hubungan antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara famili dengan

famili dan dengan masyarakat sehingga tetap berjalan dengan baik.

Adapun macam-macam talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas
keinginannya sendiri, talak bukanlah suatu hal yang digemari syariat Islam, karena

tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga bahagia.
1. Talak Sunah

Pengertian talak sunah adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan aturan
syariat. Praktiknya adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya
yang telah digauli, berupa satu kali talak, saat istri dalam masa suci dan selama masa
itu belum digauli.’® Talak macam ini disebut talak sunni atau yang pelaksanaannya

telah menurut aturan sunnah. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak

10 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid Il, (Terj.Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir, Amir
Hamzah), Cet.5, (Jakarta: 2013), him. 445.
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ada pengaruhnya terhadap penghitungan masa iddah dengan arti segera setelah

jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan iddah.
2. Talak Bid’ah

Talak bid’ah ini ada beberapa macam keadaan, yang mana seluruh ulama
telah sepakat menyatakan, bahwa thalak semacam ini hukumnya haram. Talak bid’ah
ini jelas bertentangan dengan syari’at. Talak ini yang menjadi haram jika si suami
mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan
zina akibat ketergantungannya kepada istrinya. Atau akibat ketidakmampuannya
untuk menikah dengan wanita yang selain dia. Juga di haramkan talak yang dilakukan
pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas dan masa suci setelah dia

pergauli.tt
3. Talak Ba’in

Dalam talak ba’in seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah lagi
dengan istri yang ditalaknya. Dalam talak ini suami berkedudukan sebagai seorang
yang melamar wanita, jika si wanita menerima lamarannya maka ia memberi mahar

dan melakukan proses akad nikah.

Talak bain ada dua macam, bain suqra, bain kubra

11 Wahbah Zuhaili, Figih Islam, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 323
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1. Bain Sugra: ialah talak satu atau talak dua disertai dengan iwadh dari istri
kepada suami yang dengan akad nikah baru suami dapat kembali kepada

bekas istrinya.

2. Bain Kubra: ialah talak tiga(dilakukan sekaligus atau berturut-turut) suami
tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut
telah kahwin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah

mengadakan hubungan kelamin dan habis masa iddahnya.?
4. Talak Raj’1

Talak raj’i adalah talak dua atau satu yang dilakukan terhadap istri yang
telah digauli tanpa menggunakan iwadh (tebusan). Talak raj’i itu si suami setelah
talak memiliki hak untuk mengembalikan istri yang dia ceraikan kepada ikatan suami
istri dengan tanpa membutuhkan akad baru. Selama si istri masih berada pada masa
iddah, jika masa iddah telah selesai, talak raj’l berbalik menjadi talak ba’in. si suami
tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah dia talak kecuali dengan akad

baru.t®

2 Madani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Cet.1, (Yoqyakarta: Graha
llmu, 2011), him. 29

13 Wahbah Zuhaili, Figih Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 379
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b. Cerai Gugat

Dalam kehidupan suami istri adakalanya berlangsung dengan tenteram dan
damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan keduanya menjalankan
kewajibannya dengan baik. Namun tidak jarang juga timbul perselisihan sehingga
tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan damai.
Apabila hal ini terjadi masing- masing antara istri mempunyai hak. Apabila keinginan
untuk pisah suami maka yang berhak mentalak adalah suami. Jika yang berkeinginan
datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dirinya dengan menebus

dirinya dengan cara khulu’.*

Di samping, perceraian atas dasar talak oleh suami, percerian juga dapat
dijatuhkan oleh hakim berdasarkan kepada gugatan yang dijatuhkan oleh pihak-pihak
yang berhak terhadap suatu perkawinan. Apabila gugatan terbukti maka hakim
memberi keputusan sesuai dengan gugatan. Putusan yang diputuskan oleh hakim ini
dapat terjadi karena perkara kematian, talak, taklik talak, khulu’,fasakh, shiqoq,

riddah, li’an,illa’, zhihar.

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan
yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami)

menyetujuainya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang

14 Slamet Abiddin dan Maman Abdul Jaleil, Figih Munakahat I, (Bandung: Pustaka
Setia,1999), him. 85
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dimaksud.**Dalam hukum Islam cerai gugat di sebut juga sebagai khulu’ yang artinya
perceraian yang bersumber dari pihak istri dan diajukan terhadap suaminya dengan
suatu ganti yang memakai lafazh-lafazh tertentu. Sebagai mana telah kita ketahui
bahwa pernikahan adalah ikatan antara suami istri yang dari ikatan tersebut mereka
saling bergau dengan baik, hingga menghasilkan sebuah keluarga dan menumbuhkan

generasi baru.

Jika kasih sayang ditemukan pada seorang suami dan tidak ditemukan pada
seorang istri yang disebabkan sang istri tidak menyukai tingkah laku suaminya atau
benci dengan akhlaknya atau dengan pengetahuan agama suaminya yang sangat
minim, padahal istri takut berdosa juga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya,
maka dalam kondisi seperti ini seorang istri boleh mengajukan cerai dari suaminya

dengan memberikan ganti rugi sebagai tuntutannya.

Allah berfiman dalam Qs. Al-Bagarah ayat 229:

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran

yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,

15 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.
81
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maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa yang melanggar hukum-

hukum Allah, mereka itulah yang zalim. (Qs. Al-Bagarah ayat 229).

Telah disepakati dikalangan jumhur ulama’ bahwa istri yang cakap boleh
mengada khulu’ untuk dirinya,. sedangkan hamba sahaya tidak boleh mengadakan
khulu’ untuk dirinya, kecuali dengan izin tuannya. Dan telah disepakati pula bahwa
istri yang bodoh dan walinya secara bersamaan boleh mengajukan khulu’ apabila

khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.®
1.4. Hikmah Perceraian

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah
rahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing,
yang satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Disamping itu harus juga
diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan
yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh
kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik. Ibnu Sina menjelaskan
dalam karyanya, Asy-Syifa’, yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam buku fikih
sunnah. Dibolehkannya perceraian mesti ada alasan. Pintu perceraian tidak boleh

ditutup sama sekali. Karena menutup segala kemungkinan terjadinya perceraian

18 1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid, Cet.1, (Terj: Imam Ghazali Said
dan Achmad Zaidun), (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), him 557
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justru akan mengakibatkan berbagai mudharat dan ketimpangan. Di antaranya, ada

beberapa watak yang memang sulit menemukan kecocokan.’

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai
jalan terakhir kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan.
Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga
kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan
pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah
tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang di sekitarnya,
dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh
perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam

hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.®

Dengan demikian dapat penulis membuat kesimpulan bahwa perceraian itu
merupakan jalan alternative terakhir tidak dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan
perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Para ulama
sepakat memperbolehkan talak, bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan
hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka
berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak
membawa keuntungan sama sekali. pada saat itu, boleh dituntut adanya jalan

menghindari dan menghilangkan berbagai hal negative tersebut dengan cara talak.

17 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 3, Cet. 2, (Terj. Abu Syaugina, Abu Aulia Rahma),
(Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), him. 528.

18 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Kencana,
2009), him. 201.
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FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DAN TATA CARA PENYELESAIAN
DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH NARATHIWAT (MAIN)

1.1 Gambaran Umum Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat.

A. Geografi dan Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Narathiwat .

Wilayah (propinsi) Narathiwat Thailand merupakan tempat tujuan
masyarakat untuk menjalankan urusan dan aktivitas harian. Kedudukannya secara
geografis terletak di tengah-tengah Ibu kota yang berhampiran dengan kantor-kantor
kerajaan swasta yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti Jabatan Agama
Islam Narathiwat (MAIN), Mahkamah Narathiwat, Universitas Narathiwat, Hospital

(Rumah Sakit ), Balai Polis ( Polisi ).

Majelis Agama Islam Narathiwat terletak di bawah satu bagunan
pemerintahan kerajaan Thailand yang beralamat no. 221 Soon Rachkan, M.10

Lampo, Muang, Narathiwat 96000 Selatan Thailand. !

Di bawah ini penulis memeparkan struktur organisasi Majelis Agama Islam

Narathiwat sebagai berikut.

Wawancara dengan Abdul Aziz Bin Che’ Mamak, Majelis Agama Islam Narathiwat,
Thailand Selatan, Tanggal 22 September 2015.
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STRUKTUR AHLI JAWATANKUASA MAJELIS AGAMA ISLAM

WILAYAH NARATHIWAT SELATAN THAILAND

LRUATITUEIUITNULANIUAUENFINNNFDFRINUFLINIINIAUS1DE

Struktur Organisasi Majelis Agama Islam wilayah Narathiwat?

Ketua MAIN

Wakil Ketua Bagian Syar’iyah

Lujnatul Ulama

Wakil Ketua Bagian Pemerintah

Sekretaris

Wakil sekretaris

Bendahara

Wakil Bendahara

Badan Ekonomi

Badan Pelajaran

Badan Dakwah

Badan Zakat

Badan Pemerintah

B. Tugas dan Fungsi Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat

Syar’i

Pentadbiran

a. Lujnatul Ulama adalah sebuah badan yang berdikari, dilantik oleh Majelis

Agama Islam Wilayah Narathiwat sebagai penasihat mengfatwa hukum

agama Islam kepada masyarakat di Wilayah Narathiwat, terdiri dari para-para

ulama.

2 Dokumen Dari Majelis Agama Islam Narathiwat Thailand Selatan. Tanggal 18 September

2015.
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b. Ketua Mejelis adalah badan yang tertinggi dalam MAIN, serta mempunyai
wewenang tertinggi dalam pengurusan MAIN. Dan mengendalikan badan-
badan yang berada dibawah pimpinannya serta bertanggung jawab terhadap
pengurusannya. Sekaligus mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada
bawahannya berdasarkan dari hasil musyawarah yang muafakat, baik

kebijakan itu merupakan jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Wakil Ketua Bagian Syar’iyah adalah badan ini adalah badan yang dilantikan
dalam rangka mewakilkan ketua majelis dalam pengurusan bagian yang
berhubungan dengan syar’iyah. Dan menangani masalah-masalah yang
berhubungan dengannya, serta mengambil kebijakan-kebijakan untuk
mengatur badannya. Sekaligus menkontrol pekerjaannya dan bertanggung

jawab dalam kepengurusannya.

d. Wakil Ketua Bagian Pemerintah adalah badan yang dilantikan oleh MAIN
dalam rangka mewakilkan Ketua Majelis dalam urusan pemerintahan MAIN.
Badan pemerintah ini juga mengatur kebijakan pemerintahan MAIN melalui

keputusan bersama Ketua MAIN.

e. Sekretaris adalah penggerak MAIN atau motorik MAIN, dan mencatat semua
tentang pendapat dan keputusan-keputusan, serta menangani masalah arsep
MAIN dan draf yang berkaitan dengan MAIN. Sekaligus bertanggung jawab
dalam urusan surat menyurat serta menerima dan mengeluarkan surat tersebut

yang bersangkutan dengan MAIN.
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f. Bendahara adalah sebagai badan yang mengatur hal keuangan Majelis dan
bertanggung jawab dalam harta benda Majelis dan Baitul Mal di wilayah

Narathiwat.

g. Badan Ekonomi adalah sebuah badan yang menjalankan hal ekonomi Majelis
Agama Islam mengatur dan menyusun hal ekonomi, membuat perhubungan
dengan setiap lapisan baik di dalam maupun diluar Negeri untuk mendapat
bantuan ekonomi, mengadakan koprasi (Bank Islam) dalam wilayah

Narathiwat.

h. Badan Pelajaran adalah sebuah badan yang mengatur hal kurikulum pelajaran
kepada sekolah taman didikan kanak-kanak (TDK) dan sekolah bagi orang
dewasa yang mengajar di masjid dan sekolah agama yang ada di wilayah
Narathiwat, termasuk juga pesantren-pesantren dengan memberi layanan dan
membuat perhubungan kepada pelajar Islam yang akan menyambung
pelajaran di luar Negeri, dan pengakuan jaminan kepada guru yang akan

mengajar pelajaran agama Islam di wilayah Narathiwat.

i. Badan Dakwah adalah sebuah badan yang mengatur hal dakwah seperti
mengeluarkan khutbah jumaat dan majalah bulanan untuk menyebarkan
kepada seluruh masjid dan mengadakan siaran dakwah melalui media pada

bulan puasa, dlil.

j. Badan Zakat adalah sebuah badan yang mengatur urusan zakat. Yaitu dengan

cara memberi pengertian berkenaan dengan hal zakat padi, zakat perniagaan
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dan zakat fitrah, serta mengutip dan mengumpul zakat-zakat tersebut dan

dibagikan kepada mereka yang berhak menerima.

k. Badan Pemerintah adalah sebuah badan yang penyelidik dan kajian hukum

dan fatwa, mengeluarkan bahan bacaan ilmiah, menyelesaikan masalah

rumah tangga, pernikahan, perceraian, rujuk, taklik talak, fasakh, wakaf,

nazar, wasiat, hibah, mengurus anak yatim. Mentadbir dan melantik pemegan

amanah kepengurusan masjid didalam wilayah Narathiwat, mengurus sekolah

tadika dan segala hal ihwal yang bersangkutan dengan masjid.

Majelis Agama Islam menetapkan syarat bagi orang yang akan menjadi

Jamaah Jawatan Kuasa Agama Islam Wilayah Narathiwat dan (pengurus) Masjid.

Adapun syarat-syarat yang harus memiliki adalah sebagai berikut:*

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Islam.

Dewasa (umur 20 ke atas).

Berakhlak mulia.

Semperna fisik dan mental.

Tidak pernah dihukum pidana.

Menjadi warga Negari Patani minimal 6 bulan.
Melaksanakan shalat jumaat di masjid kecuali uzur.

Berilmu pengetahuan dan berkuasa menjalan hukum syari’at, selalu
mengamalkan agama Islam.

3Nuruding Mahrormae, Peran Majelis Agama Islam Dalam Pelaksana Hukum Perkawinan
Di Patani (Selatan Thailand), 2003, him. 56
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C. Staf Pengurus Majelis Agama Islam

Adapun nama-nama pengurus Majelis Agama Islam Narathiwat pada tahun 2015

sebagai berikut:*

Imam Haji Syafi’e Cheloh

Imam Haji Abdul Aziz Cik Ma Mat
Imam Haji Ja’far Wan Cena Kul
Imam Haji Abd Rahman Adbul Somad
Imam Haji Abdul Razak Ali

Imam Haji Ma’sudi Wamea

Imam Haji Tuan Dolah Tuan Kecik
Imam Haji Abd. Aziz Bado

Imam Haji Ismail Nik Mea

10. Imam Haji Khakari Majid

11. Imam H. Rusdi Dohah

12.  Imam Salme Talib

13. H. Nik Wan Ali H. Nik Loh

14. H. Hamdi Sa’nik

15. Ustaz H. Muhammad Leha’

16. Imam H.Abd. Aziz Latif

17. Imam H. Mohammad Abduh H. Mat
18. H. Ma’Soleh Samat

19. Ustaz Abd. Ghani Deng Samea

20. H.Wan Ismail Lintang Batu

21. Ustaz H. Abd Karim Kari

22. H. Abdullah Ma Ma’

23.  H. Manawi Yusof

24.  H. Ibrahim Wan Nawan

25. H. Suhaimi Genik

26. H.Wan Hasan Wan Mahmud

27. H.Daud H. Samea

28. H. Makamil Isa

29. Mohammad SiKi

30. Ustaz Mohammad Mamat.®

CoN~ LN E

“Dokumen dari Majelis Agama Islam Narathiwat Thailand Selatan, Tanggal 18 September
2015.

*Ibid.



39

Dengan demikian dapat penulis membuat kesimpulan bahwa syarat dan
ketentuan tersebut sangat-sangat di perlukan dan kebijaksanaan yang di ambil Majelis

Agama Islam cukup berpolitis dalam pengaturannya terhadap masyarakat.

D. Asal Usul Majelis Agama Islam

Majlis Agama Islam adalah sebuah badan yang tertinggi diperingkat wilayah
dalam hal megatur, mengurus, mengawali masjid-masjid yang berada dalam wilayah
itu menyelesaikan masalah keagamaan terutama sekali bahagian keluarga dan pusaka.
Majelis Agama Islam berada langsung dibawah Syekhul Islam diperinkat nasional
dibawah seksyen 40 dalam perlembagaan Nagara dalam undang-undang mengatur
keagamaan dan Masjid.°

Syeikhul Islam ini dipilih oleh ahli jawatan kuasa Islam wilayah. Setiap
wilayah yang ada masjid 3 buah keatas dapat mengadakan sebuah Majlis Agama
Islam peringkat wilayah, Dapat mempunyai 15 orang ahlli jawatan kuasa peringkat
wilayah. Apabila wilayah yang ada masjid 100 buah masjid keatas dapat mempunyai
ahli jawatan kuasa peringkat wilayah 30 orang. Wilayah Narathiwat mempunyai 655
buah masjid yang terdaftar dibawah Majelis Agama Islam wilayah Narathiwat. Maka
Anhli Jawatan Kuasa di Majlis Agama Islam terdapat 30 orang Ahli Jawatan Kuasa.
Ahli Jawatan Kuasa peringkat wilayah (majelis) ini dipilih oleh para Imam dalam
wilayah itu sendiri. Dan setiap badan mempunyai tugas dan wewenang masing-

masing.

& Dokumen Dari Majelis Agama Islam Narathiwat Thailand Selatan, Tanggal 18 September
2015.
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Setelah Majelis Agama Islam ditubuhkan makin hari makin maju dan
mendapat sembutan hangat dari kalangan masyarakat setempat. Maka pada tahun
2489 B/1946 M. kerajaan pusat mula mengubal suatu undang-undang tentang hal
ehwal Agama Islam serta mengadakan pemilihan jawatan kuasa Islam diperingkat
Wilayah.

Dalam empat wilayah selatan (Narathiwat, Yala, Pattani dan Satun) di
Anggotai seramai 15 orang Ahli Jawatan Kuasa bagi setiap wilayah. Jawatan kuasa
ini berfungsi sebagai penasihat kepada gebenur wilayah (puwa radjakan chanwat)
dalam mengendalikan urusan yang bersangkutan dengan Islam. Juga jawatan kuasa

ini berada di bawah satu pusat lagi di Bangkok atau di kenal sebagai jawatan kuasa

Islam di peringkat pusat/ Negara yang di kepalai oleh cula yang bernama a74&

wvinmuwa (Asis Pithak Khum Pun) sebagai raja mentri (Syeikhul- Islam).

Menurut peraturan Majelis Agama Islam pusat, pada tanggal 20 apil 1960 M.
dalam pasal 2, imam bagi masjid ialah bertugas menguruskan perkara nikah-kawin
talak dan rujuk terhadap anak-anak makmum dalam kawasan Masjid itu atau kepada
orang-orang yang datang dari tempat lain dengan syarat tidak bertentangan dengan
peraturan.’

Kemudian Majelis Agama Islam memberi wewenang kepada masjid. Sebagai
Imam masjid yang hendak menjalankan tugas tentang perkawinan dan perceraian atas

seorang makmum, dengan demikian itu perkawinan, perceraian dan rujuk mempunyai

7 Sahaboodin Deemae, Fungsi Majelis Agama Islam Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di
Yala (Selatan Thailand), 2003, him. 38
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akibat dalam urusan Majelis Agama Islam. Untuk kepentingan hukum dan peraturan-
peraturan hukum yang berlaku. Maka ditunjuk oleh seorang ahli hukum Islam (tok
imam) sebagai pengawas pernikahan, perceraian dan perujukan di daerah masing-
masing. Mengeluarkan surat akta nikah dan memberitahukannya kepada
pemerintahan setempat supaya terjamin kebaikan dalam pekerjaan-pekerjaan pada
pengawas nikah termasuk segalanya pembayaran nikah, cerai, di masukkan dalam kas
masjid. Dari kas masjid akan di bayar gaji kepada petugas Majelis Agama Islam.®

Penjelasan, bahwa imam hendak mempunyai buku pendaftaran dan surat
keterangan nikah, talak dan rujuk menjadi bukti atau keterangan bagi suami istri yang
perceraian antara suami istri untuk di tunjukan kepada orang luar atau kepada pihak
yang berkuasa.

Dengan demikian dapat penulis membuat kesimpulan bahwa pelaksanaan
hukum perkawinan bukan hanya dapat dilakukan di Majelis Agama Islam saja,
bahkan dirumah-rumah pengurus masjid pun bisa dilaksanakan, namun juga harus di
sadari bahwa Majelis Agama Islam sebagai pemberi wewenang kepada pengurus-

pengurus masjid tersebut.

8Ibid, him. 39
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1.2. Faktor Penyebab Perceraian.

Perceraian ada karena adanya perkawinan, sebaliknya tidak ada perkawinan
tentu tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami
istri, dan perceraian adalah akhir dari hidup bersama suami istri. Perceraian
merupakan masalah yang sangat komplek, sehingga perlu adanya perhatian yang
khusus. Hal ini, dikarenakan banyaknya pengaruh yang menyebabkan terjadinya
perceraian. tentunyanya tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun
lingkungan sekitarnya. Yang mana penulis mewawancara dengan Ustaz Abd. Wahab
dia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perceraian, yaitu
(1) Suami-isteri tidak memahami hak dan tanggungjawab dalam rumah tangga. (2)
Kurang memahami agama sendiri. (3) Suami isteri masing-masing mengutamakan
kepentingan diri. (4) Tidak berpelajaran khusus hal membina keluarga. (5)

Berpengaruh dengan budaya orang bukan Islam. (6) Ikut kemauan nafsu.®

Sedangkan menurut Ustaz Abd. Ghani Dengsamea Ahli Jawatan Kuasa
Majelis Agama Islam menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi

perceraian suami istri diantaranya sebagai berikut:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan
anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada

dirumabh, serta tidak adanya kedekatan dengan anak dan pasangan.

“Wawancara dengan Warga Kampung Mare’botok, Ustaz Abdul Wahab, pada tanggal 7
Desember 2015
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2. Tidak setia, seperti punya kekasih lain.

3. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari

pasangannya.
4. Sering mabuk memabukkan
5. Kurang pemahaman agama.

Kemudian mewawancarai dengan Ustaz soleh, dia mengatakan ada beberapa
hal yang berlaku kerentakkan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan

perceraian.

1. Kurangnya pelajaran dan pendidikan agama yang menyebabkan pihak suami
tidak menyadari tentang tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam
sebuah rumah tangga.

2. Perkawinan dalam masa umur terlalu muda menyebabkan suami tidak
sanggup memikul tanggungjawab.

3. Suami berpogami pada hal dia tidak cukup syarat.

4. Tidak ada kesefahaman dalam kehidupan berumah tangga.
5. Istri selalu membantah dan suka melawan suaminya.

6. Suami terlibat dengan dadah (Narkoba).

Menurut Arniftah, mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian
berlaku dengan sebab ekonomi keuangan, kekerasan dalam rumah tangga, selalu
pertengkaran, perselingkuhan, kurang perhatian atau kurang berkomunikasi antara

sesama lain, sering memabuk. (Wawancara dengan Arniftah tanggal 20 April 2016).%°

10 Wawancara dengan Warga Kampong Narathiwat, Aniftah pada tanggal 01 February
2016
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Dengan demikian itu, penulis meneliti di Majelis Agama Islam Narathiwat

faktor-faktor yang terdapat di Majelis Agama Islam yaitu:

Table 1 Faktor Perceraian Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat Tahun 2015

No | Faktor- faktor Perceraian Kasus
1. Moral e Terlibat dengan narkoba 60
2 Tidak ada e Tidak memberikan nafkah
tanggung jawab e Sering meninggalkan rumah 38
dalam rumah tanpa pemberitahuan/ jarang di
tangga. rumah
3 Pernikahan  di e Tidak patuh/suka melawan o5
bawah umur
4. Ekonomi e Bertengkaran terus menerus 9
Jumlah 132

sangat rentan melakukan perbuatan kasar kepada istrinya,

Sumber Data: Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat

1. Suami terlibat dengan Narkoba (krisis moral dan akhlak)

Pada masyarakat Narathiwat Seorang suami yang pencadu narkoba, akan

istri menjadi sasaran

pukulan dan tendangan saat suami lagi kehilangan akal sehat karena pengaruh

ketergantungan barang haram belum lagi permasalah lain, si suami sering menjual

dan menggadaikan barang berharga di bawah harga normal, demi medapatkan secuil

narkoba tanpa sepengetahuan istrinya. Apalagi setelah barang berharga yang di miliki

tidak ada lagi, sering pencandu ketika kehabisan modal mencari harta benda orang

lain untuk di jadikan modal demi mendapatkan barang.
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Moral merupakan tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu
apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan, yang harus/dilindungi oleh

hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam QS. Al Maidah ayat 90 dinyatakan:

Jas o ey wlNT L8l udddly 23T &) 5t il Gl
Atrinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

mendapat keberuntungan.(QS. Al Maidah: 90)

Agama Islam sangat tidak menyukai kegiatan perjudian dan minum-minum
keras. Dampak yang ditimbulkannya juga sangatlah besar bagi keluarga dan
masyarakat yang bisa mengakibatkan keluarga menjadi berantakan karena sering

menimbulkan pertengkaran yang berakhir pada perceraian.

Menurut Abu Hayyan berkata dalam buku “kemaksiatan penghancur rumah
tangga” Allah subhanahu wa ta’ala menyebutkan dua kerusakan dalam khamar dan
judi, yaitu satu dalam urusan dunia, dan yang lain dalam urusan agama. Adapun
urusan dunia, khamar itu dapat menimbulkan kejahatan dan kebencian. Minuman

dapat menyebabkan terputusnya hubungan silaturrahim.
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Sedangkan judi, apabila seseorang terus menerus berjudi maka menimbulkan
dampak negative dan bencana baginya, ia tidak boleh apa-apa, bahkan ia akan terus
berjudi walau dengan mengorbankan istri atau anaknya. Sedangkan dampaknya
terhadap agama, karena kesenangan dan hentakan music dapat melalaikan dari
mengingat Allah SWT, dan shalat. Sedangkan judi itu, apakah menang atau kalah,

maka ia tetap melalaikan dari mengingat allah SWT.!
2. Suami tidak ada tanggung jawab memberi nafkah terhadap istri dan anak.

Nafkah merupakan pemunuhan kebutuhan hidup istri dalam bentuk
makanan, pakaian, perumahan yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada
istrinya untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Pemenuhan kewajiban nafkah oleh
suami ini merupakan hak bagi istri.’>Agama mewajibkan suami memberi nafkah
kepada istrinya. Apabila tidak ada tanggung jawab dalam hal membiayai nafkah
rumah tangga maka boleh di jadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian.
Selain itu, suami juga jarang pulang ke rumah.

Dalam suatu perkawinan harus ada rasa tanggung jawab diantara keduanya,
apabila dipandang dari hubungan suami istri keluarga merupakan tempat kerja sama
yang ditandai oleh cinta kasih, di mana masing-masing saling menghayati sebagai
pasangan yang abadi dan mantap. Sehingga jika timbul kesusahan atau kesengsaraan

akan diatasi bersama menurut tangung jawabnya masing-masing dan tidak akan yang

11 Syaikh Yasir Ja’far, Kemaksiatan Penghancur Rumah Tangga, Terj. Abdul Somad, Cet.
1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), him.61

12 Khairizzaman, Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Pendapat Jumhur
Ulama Dan Ibn Hazm), (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Pemeritah Aceh,2011), hlm. 36.
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satu meninggalkan yang lain untuk lari dari tanggung jawabnya. Tidak ada tanggung
jawab dari salah satu pihak saja menjadikan tidak betahnya mereka untuk tinggal
dalam satu rumah satu atap. Apabila suami meninggalkan istri tanpa memberi nafkah
selama 2 tahun, maka sudah cukup sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.
Wawancara dengan Ustaz Soleh, tanggal 20 November 2015.%2 Sebagaimana yang di
alami oleh Syafikah suaminya merantau sudah satu tahun lebih, tetapi tidak ada
kabar dan tidak memberi nafkah suami tidak menjalani hak dan kewajibannya
sebagai suami yang bertanggung jawab. Melalaikan tanggung jawab memberi nafkah
terhadap istri dan anak. Maka dengan seperti itu Syafikah minta cerai di Majelis

Agama Islam Wilayah Narathiwat.

3. Perkawinan di bawah umur.

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur banyak mengalami tidak sukses,
dikarena mereka belum memahami betul arti dan tujuan dari perkawinan tersebut,
sehingga apabila dalam rumah tangga terjadi kegoncangan mereka tidak dapat
mengatasinya. Anak muda (orang yang melakukan perkawinan di bawah umur), itu
hanya dapat bertengkar terus menerus serta sukur didamaikan sehingga rumah tangga
menjadi berantak inilah yang dapat mengakibatkan perceraian.

Selain itu, Sudah banyak terjadi dan sudah banyak berlaku disekeliling bahwa
anak-anak muda yang terdiri dari lelaki dan perempuan, hanyut dalam gelombang

lautan masyarakat jahiliyah, yang ditiru dan contohi dari masyarakat bukan Islam,

13 Wawancara dengan Ustaz Soleh, Ahli Jawatan kuasa Majelis Agama Islam Narathiwat,
pada tanggal 20 November 2015
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ditiru dari tilivisen. Maka timbullah pergaulan bebas yang tidak mengenal batas dosa
dan pahla. Maka setelah itu terjadilah hamil di luar nikah. Maka orang tuanya
menikahkan anak-anak mereka yang belum mengerti apa-apa dalam rumah tangga,
dengan seperti itu maka muncullah banyak masalah perselisihan, pertengkaran

sampai melakukan perceraian.

4. Faktor ekonomi.

Dalam suatu perkawinan terbentuklah suatu keluarga yaitu rumah tangga dan
adanya keinginan untuk tercukupi semua kebutuhan. Kurangnya salah satu kebutuhan
saja dapat mengakibatkan tidak tenteramnya rumah tangga. Di masyarakat
Narathiwat kebutuhan ekonomi tidak tercukupinya dan seorang istri menginginkan
kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari dapat terpenuhi. Pada hal penghasilan suami
tidak tentu. Karena sekarang ekonomi sangat krisis, sehingga apapun yang di
kerjakan suami selalu dianggap salah oleh istri. dan membuat rumah tangga tidak
tenteram mengakibatkan perselisihan terus menerus dan berakhir dengan perceraian.

Demikian itu suami tidak mau bekerja, selalu ngangur (malas kerja), tidak
mau usaha (pemalas). dengan malas itu dapat mengakibatkan ekonomi lemah,
sehingga rumah tangga menjadi tidak tenteram, dan terjadi perselisihan terus menerus

yang mengakibatkan perceraian.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat 3 kasus bentuk perceraian

yang dikalukan di Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat.
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Kasus Pertama

Aminah binti Ali, pada awal pernikahan mereka rukun dan damai sebagai
mana layaknya suami istri selama 1 tahun, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya
sering terjadi percekcokan karena tergugat selalu emosional dalam membina rumah

tangga.

Penggugat dan tergugat sudah pindah tempat tinggal sejak April 2015, dan
sejak satu bulan tergugat pergi dari rumah, tidak ada perbaikan bahkan penggugat
sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka tapi tidak juga hasil. Atas
kejadian itu maka penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Agama Islam

Wilayah Narathiwat untuk dapat menggugat cerai suaminya.

Pada persidangan pertama mediator menasehati penggugat untuk bersabar dan
menunggu tergugat kembali ke rumah dan tidak bercerai, akan tetapi penggugat
bertahan dan tetap ingin melanjutkannya dengan alasan karena suami malas dan

sering memukul.

Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat mengundang tergugat untuk datang
ke persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir. Dan tanpa memberikan perwakilan

untuk menghadiri persidangan.

Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat menimbang bahwa faktor-faktor
diatas telah terbukti dan beralasan melanggar hukum, sehingga terpenuhi, alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan

Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat,Yala dan Setul
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Tahun 2011): Pada pasal 148: Dengan alasan pihak suami atau istri mengalami
ketidak cocokan dapat memohon perceraian. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam

musyawarah Mejelis Agama Islam Wilayah Narathiwat.

Kasus Kedua

Suwaibah binti Yunus, 23 tahun, selanjutnya disebut penggugat, menggugat
suaminya Zakariya bin Ismail 24 tahun, pekerjaan petani. Penggugat dan tergugat
adalah suami istri yang sah, mempunyai satu orang anak. Pada awalnya pernikahan
mereka aman, dan tenteram, dan satu tahun terjadi perselisihan dan ketidakcocokan

dan mereka sudah berpisah selama 5 bulan.

Adapun penyebab perselisihan mereka karena tergugat terlibat dengan
narkoba, mabuk-mabukan dan juga sering memukul penggugat. Sebenarnya
penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan mereka dengan cara
musyarah, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat mengajukan gugatan ke Majelis

Agama Islam Wilayah Narathiwat untuk bercerai dengan suami penggugat.

Pada persidangan pertama Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat meminta
kepada penggugat untuk damai dan memperbaiki hubungan antara penggugat dan
tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya dan meminta kepada majelis
untuk melanjutkan persidangan. Karena tergugat tidak hadir pada persidangan maka

persidangan ditunda, untuk dilanjutkan pada persidangan berikutnya.

Pada persidangan berikutnya tergugat diharapkan hadir di persidangan, akan

tetapi tidak hadir. Dengan berbagai timbangan dan mengabulkan gugatan penggugat.
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Mejelis Agama Islam Wilayah

Narathiwat.

Kasus ketiga

Arina binti Zulkifli 25 tahun penggugat, pada awal pernikahan kehidupan
rumah tangga masih rukun sebagaimana layaknya suami istri, meskipun terkadang
muncul perselisihan akan tetapi, akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan yang

akan terus menerus mambawa akibat buruk bagi kelangsungan berumah tangga.

Penyebab perselisihan mereka dikarenakan tergugat meninggalkan rumabh,
bersenang-senang dengan benda mabuk-mabukan. Tidak ada tanggung jawab sebagai
seorang suami memberi nafkah terhadap istri dan anak. Atas kejadian ini, penggugat
sudah berupaya mengatasinya dengan cara bermusyarah, akan tetapi tidak berhasil,
dan dalam membina rumah tangga tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan
itu Penggugat mengajukan gugatan ke Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat

untuk bercerai dengan suami penggugat.

Pada awal persidangan mediator menasehati penggugat untuk bersabar dan
menunggu tergugat kembali ke rumah dan tidak bercerai, akan tetapi penggugat
bertahan dan tetap ingin melanjutkannya dengan alasan karena suami tidak memberi

nafkah lahir dan batin

Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat mengundang tergugat untuk datang
ke persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir. Dan tanpa memberikan perwakilan

untuk menghadiri persidangan. Maka Majelis Agama Islam Wilayah Narathiwat
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menimbang bahwa faktor-faktor diatas telah terbukti dan beralasan melanggar
hukum, sehingga terpenuhi, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Dasar
Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand (Wilayah
Patani, Narathiwat,Yala dan Setul Tahun 2011): Pada pasal 148: Dengan alasan
pihak suami atau istri mengalami ketidak cocokan dapat memohon perceraian.
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Mejelis Agama Islam Wilayah

Narathiwat.

Dapat penulis buat kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan
perceraian itu dengan sebabkan karena berpengaruh dengan budaya non muslim
dimana di Thailand mayoritas penduduknya non muslim disana banyak suaminya
tidak menjalankan tanggungjawabnya karena kurangnya wawasan agama dan
terpengaruh oleh lingkungan di sekitar sebagaimana suami sering melakukan
permainan domino, mabuk-mabukan. Apalagi masing-masing mengutamakan

kepentingan sendiri dan kurang memahami agama.

1.3. Proses dan prosedur penyelesaian perkara perceraian di Mejelis Agama

Islam Wilayah Narathiwat.

Pertama kali pemohon harus datang sendiri untuk mendaftarkan diri kepada
bagian pentadbiran kemudian bagian pentadbiran menyerah dokumen-dokumen
kepada bagian pemeriksaan sebab-sebab ingin membuat gugatan terhadap suami serta
melakukan pemeriksaan terhadap istri yang mengugat dan membuat catatan terhadap

kes-kes/permasalahan yang menimbulkan terjadinya gugatan ini. Kemudian bagian
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pemeriksaan mengeluarkan surat kepada suami tentang gugatan yang di ajukan istri
serta mengundang suami untuk hadir ke Majelis Agama Islam Wilayah supaya
menjelaskan tentang apa yang di tuduh oleh istrinya. Dan dibaca isi dakwaan istri itu
kepada suaminya. Apakah dakwaan istri itu betul atau tidak, sekiranya dakwaan istri
itu, dibantah oleh suaminya maka pihak Majelis Agama Islam akan melantik
seseorang wakil dari pihak istri dan seorang wakil dari pihak suami kemudian
bersidang dalam satu sidang. Jika dalam sidang keduanya sepakat bahwa istri tetap

ingin bercerai atau sebaliknya, maka akan diproses sesuai dengan bukti yang ada.

Jika dalam sidang tadi tidak dapat kata sepakat yakni kedua-dua pihak masih
berkuasa maka sidang ditunda kepada beberapa masa tertentu untuk bersidang kali
berikutnya. Sehingga dapat kata sepakat kedua belah pihak dan akhirnya pihak sidang
dapat mengambil tindakan atau kaputusan mengikut prosedur dan cara-cara dalam
perundangan Islam. Seandainya, bagian pentadbiran sudah mengundang suami untuk
hadir di persidangan, akan tetapi suami tidak mau hadir. Maka pihak Majelis
mengundang lagi kali kedua dan ketiga dan sekiranya pihak suami tidak datang juga
maka pihak Majelis akan membuat pertimbangan dalam permasalahan ini untuk
menceraikan atau memutuskan ikatan nikah mereka menurut kata taklik yang telah

dilafazkan oleh suaminya semasa lepas akad nikah dahulu didepan juru akad nikah.

Setelah itu pendamai mengemukakan kesimpulan perselisihan, kemudian
maka mengadakan perjanjian pendamaian kasus dan arahan Majelis Agama Islam.
jika didapati bahwa kedua-dua belah pihak tidak dapat menyelesaikan kasus

perselisihan itu, pendamai akan mengadakan sidang pertemuan khas pada sebelah
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pihak. Setelah sidang pertemuan bagi masing-masing pihak, pendamai akan
memanggil kedua-dua belah pihak untuk menyertai rundingan bagi menyelesaikan
perselisihan bersama. Jika rundingan pendamaian untuk menyelesaikan perselisihan
tidak memuaskan, dan tidak pendamai memandangkan bahwa masih ada harapan dan
kemungkinan dapat menyelesaikan perselisihan itu secara pendamaian, maka
pendamai boleh memulakan mengikut langkah-langkah pendamaian semula. Setelah
majelis agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan
untuk bercerai serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah
tangga, maka Majelis Agama Islam memberi izin bagi pemohon untuk mengikrarkan

perceraian bagi suami atau istri.

Berdasarkan Wawancara dengan Ustaz Soleh dia mengatakan bahwa dalam
hal perpecahan atau percekcokan yang terus menerus diantara suami istri yang tidak
mungkin dapat diperbaiki lagi, untuk menentukan ada atau tidaknya cekcok tersebut
maka salah satu pihak (suami /istri), harus dapat membuktikan ke Majelis Agama
Islam tentang semua hal yang menyebabkan cekcok itu, dan Majelis harus dapat
menetapkan ada atau tidaknya cekcok tersebut. Cekcok itu harus ada secara nyata

dengan cara mendengar keterangan dari pihak yang menuntut perceraian.*

“Wawancara dengan Ustaz Soleh, Ahli Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam Narathiwat,
pada tanggal 20 November 2015
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Adapun Syarat-syarat yang harus dibawa yaitu:

1. Kad pengenalan. (KTP)
2. Surat akuan Imam tempatan.
3. Surat keterangan nikah asli.

4. pasangan suami istri hendaklah datang sendiri.®

15 Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat, Buku Panduan Majlis Agama Islam Wilayah
Narathiwat, 2003, him. 8
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Dengan demikian dapat penulis membuat kesimpulan bahwa proses dan
prosedur perceraian di Majelis Agama Islam Narathiwat mengikut skema seperti

berikut: Skema prosedur perceraian di MAIN

Bahagian Pendaftaran

Nikah/ cerai

!

Pemeriksa dokumen-
dokumen serta
mengundang suaminya

|

[ Bersidang ]
[ Tidak dapat kata sepakat } [ Dapat kata sepakat }

'

Melantik seorang wakil
dari pihak istri dan
seorang wakil dari
pihak suaminya

v

Dan bersidang kali yang
kedua dan ketiga hingga
selesai dan dapat kata

sepakat v

J

Dan serah kepada naib gadhi untuk
> membuat keputusan dan
mengeluarkan sijil cerai




57

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa perceraian dilakukan
atas dasar pertimbangan ketua majelis antara suami istri dengan alasan-alasan yang
jelas dan nyata. Islam sebagai suatu ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan
keadilan memberikan berbagai alternatif dan solusi terhadap permasalahan yang
timbul dalam Rumah tangga. Apabila alternatif ditawarkan tetap saja tidak dapat
memecahkan permasalahan yang ada, maka Islam memberikan jalan keluar yang
paling akhir atau sering disebut berbagai pintu darurat, yaitu dengan cara melakukan

perceraian.

1.4. Langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Agama Islam Wilayah

Narathiwat dalam menyelesaikan perceraian.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari Majlis Agama Islam Narathiwat
(MAIN) diketahui dari ketua badan perdamaian, mengatakan rata-rata kasus gugat
cerai yang masuk ke Majelis Agama Islam yang didominasi gugat akibat suami
terlibat dengan narkoba (krisis akhlak dan moral), suami tidak bertanggung jawab
tidak memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya, perkawinan di

bawah umur dan Ekonomi.

Dalam menyelesaikan suatu kasus Undang-undang Dasar Hukum Islam
Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan Negara Thailand sebagai satu
perlembagaan atau kompilasi hukum Islam yang diterapkan oleh Departemen
Keadilan (Ministry of Justice)berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Oleh

karena penduduk muslim di Selatan Thailand yaitu Wilayah Patani, Narathiwat, Yala
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dan Satul mayoritas berpegang atas Mazhab Syafi’i, maka kitab figh Imam Syafi’i
sebagai sumber rujukan.

Menurut Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan
Negara Thailand (Wilayah Patani, Narathiwat,Yala dan Setul Tahun 2011): Yang
dimaksud pada Kategori 1 Pasal 139 mengenai putus perkawinan yaitu: Pernikahan
tersebut juga berakhir dengan alasan kematian suami atau istri, dengan alasan untuk
perceraian, atau dengan alasan yang diberikan putusnya hubungan suami dan istri,

oleh ketentuan hukum secara langsung maupun tidak langsung.*®

Pada pasal 148: Dengan alasan pihak suami atau istri mengalami ketidak

cocokan dapat memohon perceraian.

1. Suami atau istri ada kekurangan dan penghalang untuk mencapai optimal
pernikahan atau merugikan pihak lain.

(@) Dari segi fisik, yaitu kelemahan seksual atau kelainan yang menyebabkan
hubungan kelamin tidak normal atau bagi seseorang yang ada penyakit
menular.

(b) Dari segi mental atau intelektual yaitu pingsan atau gila yang tidak dapat di
sembuhkan atau disembuhkan tetapi mengambil masa yang lama.

(c) Dari segi harta ialah kekurangan kemampuan untuk menyediakan secara
makruf.

2. Alasan dengan sebab mengenai kehilangan peluang untuk menggunakan
kehidupan pernikahan yang normal bersama-sama yaitu salah satu pihak
pasangan berada jauh, hilangnya yang tidak tahu masih hidup atau mati, jauh
dari tempat tinggal suaminya, tidak konsisten dengan hukum atau keadaan
lain yang bisa dibandingkan dengan peristiwa tersebut.’

16 panduan Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan
(1371170 Hﬁﬁﬂg] YMNIIDAA NI IEIATIVATIAN I0A(2 Ve 7agﬁ5 594), him 44

7 Ibid, him. 46
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Ketua Majelis Agama Islam Narathiwat, mengatakan untuk mencapai tujuan
sebagaimana yang telah disebutkan diatas, menentukan berbagai usaha antara lain,
memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada
yang akan melakukannya perkawinan. Maka dengan itu Majelis agama Islam
mengadakan krusus pra nikah meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran
Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
Untuk mencegah terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat) sewenang-
wenangnya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan

kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

1 Kursus Pra Perkawinan.®
Tujuan mengadakan kursus pra perkawinan untuk menikmati hukum Islam,
dan kursus pra perkawinan itu banyak memberi manfaat kepada pasangan yang akan
mendirikan rumah tangga agar pasangan suami isteri senantiasa berada dalam
perikatan agama.
2. Majelis Taklim
Majelis Taklim (Pengajian) yang diadakan dari rumah ke rumah atau dari
masjid ke masjid, selain sebagai sarana silaturahmi sesama muslim, juga dapat

dijadikan sebagai sarana yang baik untuk mendalami Islam. Di forum seperti ini

1B\Wawancara dengan Pengawai Majelis Agama Islam Narathiwat, Ahli Jawatan Kuasa,
Abdul Rahman Bin Bulayama, Pada Tanggal 7 Oktober 2015.
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biasanya diundang penceramah yang akan membahas tentang perkawinan dalam

rumah tangga dan disertai acara tanya jawab mengenai masalah perkawinan.®

Berdasarkan paparan diatas, pada dasarnya Majelis Agama Islam telah
berupaya melakukan dan mengadakan krusus pra nikah supaya boleh menjadi sumber
kearah rumah tangga mereka bahagia dan harmonis, karena saling menunaikan
tanggung jawab sebelum melakukan pernikahan dan melakukan mediasi pada para
pihak yang ada masalah. Meskipun demikian, Majelis Agama Islam juga memberikan
saran agar para pihak mendatangi Majelis Agama Islam untuk mendapatkan nasihat
perkawinan. Namun pada kenyataanya, mediasi sering kali gagal sehingga tetap

dilaksanakan proses perceraian.

1.5 Analisa penulis

Perceraian dalam bahasa Arab yaitu Talak yang artinya melepaskan ikatan.
Hukum asal dari talak adalah makruh, yang mana Rasulullah SAW mengatakan
“Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak. Dalam melaksanakan
kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami
isteri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya
dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga
dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan

seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri

Wawancara dengan Pengawai Majelis Agama Islam Narathiwat, Salmee Bin Thalib, pada
Tanggal 7 Okterber 2015.
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baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan

kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Mediator harus dapat mengetahui dengan sungguh-sungguh keadaan yang
sebenarnya dalam rumah tangga suami istri tentang ada atau tidaknya cekcok yang
hebat antara suami istri. Alasan yang paling layak untuk mengajukan cerai adalah
terjadinya cekcok terus menerus. Sehingga keadaan tenteram dan damai sebagai
tujuan perkawinan tidak mungkin didapat, maka jelas bahwa yang lebih baik adalah

perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustaz Soleh, beliau menegaskan bahwa
Umat Islam Narathiwat masih banyak yang tingkatan pendidikannya rendah sehingga
ada juga yang buta huruf yaitu tidak pandai membaca dan menulis, maka dari hal
tersebut membawa kepada mereka tidak tahan lama dalam hidup berumah tangga,
karena sering kali terjadi perselisihan dan persengketaan akibat dari tindak tanduk
yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan melampaui batas, sehingga terjadinya

perceraian antara suami dan istri.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik
kesimpulan, bahwa perceraian menurut hukum Islam dipandang sebagai perbuatan
yang halal, akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Menurut pandangan para fuqoha,
perceraian itu adakalanya wajib, sunnah, mubah dan haram sesuai dengan alasan-
alasan yang digunakan, sehinga perceraian itu tidak dipandang sebagai suatu hal yang
mudah. Faktor-faktor penyebab perceraian, proses penyelesaian perceraian Yyang

dilakukan di Majelis Agama Islam Narathiwat adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab perceraian

a. Suami terlibat dengan narkoba, Karena dengan masalah ini seperti mana yang
berlaku suami melakukan kekerasan terhadap istrinya pukul memukul dan

menzalimi istrinya. Sebab ini terjadi sebanyak 60 kasus

b. Tidak ada tanggung jawab memberi nafkah terhadap istri dan anak, karena
suami pemalas tidak peduli kepada istri, istri yang mencari nafkah. Sebab ini

terjadi sebenyak 38 kasus

c. Perkawinan di bawah umur, karena diantara suami dan istri sering terjadi
pertengkaran, tidak patuh dan suka melawan. Sebab ini terjadi sebenyak 25

kasus

62
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d. Ekonomi, karena suami tidak mau bekerja, selalu ngangur (malas kerja), tidak
mau usaha (pemalas). dengan malas itu dapat mengakibatkan ekonomi lemah,
sehingga rumah tangga menjadi tidak tenteram, dan terjadi perselisihan terus

menerus. Sebab ini terjadi sebanyak 9 kasus

2. Proses penyelesaian perceraian

1. Pemohon harus datang sendiri untuk mendaftarkan diri kepada bagian

pentadbiran

2. Bagian pentadbiran menyerah dokumen-dokumen kepada bagian pemeriksaan
sebab-sebab ingin membuat gugatan terhadap suami serta memeriksa terhadap
istri yang mengugat dan membuat catatan terhadap kes-kes / permasalahan

yang menimbulkan terjadinya gugatan ini.

3. Bagian pemeriksaan mengeluarkan surat kepada suami tentang gugatan yang
di ajukan istri serta mengundang suami untuk hadir ke Majlis Agama Islam
Wilayah supaya menjelaskan tentang apa yang di tuduh oleh istrinya. Dan
dibaca isi dakwaan istri itu kepada suaminya. Apakah dakwaan istri itu betul
atau tidak. Sekiranya dakwaan istri itu dicegah oleh suaminya maka pihak
majlis agama islam akan melantik seseorang wakil dari pihak istri dan seorang
wakil dari pihak suami kemudian bersidang dalam satu sidang. Jika dalam
sidang keduanya sepakat bahwa istri tetap ingin bercerai atau sebaliknya,

maka akan diproses sesuai dengan bukti yang ada.
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. Jika dalam sidang tadi tidak dapat kata sepakat yakni kedua-dua pihak masih
berkuasa maka sidang di tunda kepada beberapa masa tertentu untuk
bersidang kali berikutnya. Sehingga dapat kata sepakat kedua belah pihak dan
akhirnya pihak sidang dapat mengambil tindakan atau kaputusan mengikut

prosedur dan cara-cara dalam perundangan Islam.

. Seandainya bagian pentadbiran sudah mengundang suami untuk hadir di
persidangan, akan tetapi suami tidak mau hadir. Maka pihak majelis
mengundang lagi kali kedua dan ketiga dan sekiranya pihak suami tidak
datang juga maka pihak majelis akan membuat pertimbangan dalam
permasalahan ini untuk menceraikan atau memutuskan ikatan nikah mereka
menurut kata taklik yang telah dilafazkan oleh suaminya semasa lepas akad

nikah dahulu didepan juru akad nikah.

. Saran

. Walaupun Islam memperbolehkan dan menghalalkan perceraian, akan tetapi
perceraian merupakan pebuatan yang sangat dibenci oleh allah. Perceraian
hanya boleh dilakukan jika keadaan rumah tangganya sudah benar-benar

darurat dan perceraian adalah alternative terakhir.

Bagi para suami istri tetaplah berusaha menjadi suami dan istri idaman,
dimana masing-masing menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal yang
menyenangkan bagi para penghuninya, rumah yang didalamnya terpancar

cinta dan kasih sayang yang tulus, saling menghormati, dan menjaga satu
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sama lain, sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan warahmabh.

Untuk ikhwan dan akhwan, menikahlah jika memang kita merasa mampu
dengan segala pahit manisnya kehidupan rumah tangga dan berusahalah

menjadikan rumah kita sebagai baiti jannati.

Majelis Agama Islam sebagai tempat orang untuk mencari keadilan,
diharapkan dapat berkerja secara maksimal dan terhadap pasangan yang akan
melakukan perceraian ketua pendamaian supaya dapat memberikan nasihat
untuk mendamaikan pasangan yang sedang berselisih dengan landasan agama
dan hukum benar sehingga pasangan yang akan bercerai dapat rukun dan

rujuk kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Jilid 1, Beirut: Darul Fikr, 2003.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Munakahat, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011.

Abdul Aziz Sukarno, Bercerai Dengan Indah, Cet.1,Yogyakarta: Intishar, 2005.

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, Cet. 2, Jakarta: Kencana , 2003.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Kencana ,

20009.

Cik Hasan Bisri, Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan

Skripsi, Jakarta: Bidang Agama Islam, 1998.

Departemen Agama Rl Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Jakarta: Ziyad Visi Media,

2009

Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: PeNA, 2010.

H. Moh. Rifa’i, Figih Islam Lengkap, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid, Cet.1, Terj: Imam Ghazali Said dan

Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 1989

Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan

Bintang, 1976.

66



67

Khairizzaman, Nafkah Istri Dalam Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Pendapat
Jumhur Ulama dan Ibn Hazm), Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Pemeritah

Aceh,2011.

M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet. 2, Jakarta: Siraja,

2006.

Madani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Cet.1, Yoqgyakarta: Graha

lImu, 2011.

Murni Jamal, llmu Fiqgih, Jilid 2, (Jakarta: Departemen Agama Proyek Pembinaan

Perguruan Tinggi Agama Islam 1AIN,1985.

Nabil Mahmud, Problematika Rumah Tangg dan Kunci Penyelesaian, Cet. 15Jakarta:

Qisthi Fress, 2010.

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Jilid 11, (Terj.Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir,

Amir Hamzah), Cet.5, Jakarta: 2013.

Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 111, Terj. Abu Syaugina,Abu Aulia Rahma, Cet.2,

Jakarta, 2013.

Slamet Abiddin dan Maman Abdul Jaleil, Figih Munakahat Il, Bandung: Pustaka

Setia,1999.



68

Suhaibah, Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan, Cet. 1,

Surakarta: Citra Sains LKBN, 2015.
Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Cet. 49, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Syaikh Kamil Muhammad Ubaidah, Fikih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Khausar,

2008.

Syaikh Yasir Ja’far, Kemaksiatan Penghancur Rumah Tangga, Terj. Abdul Somad,

Cet. 1, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.

Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta:

Rajawali Pers, 2009..
Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

(Panduan Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan.

(ATDNANANUNIIIFAINTIAIEATILATIASNTAN(ALLAIREIAS

554), 2011



Gambar 1
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Gambar 3
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